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ABSTRAK 
Sekar Salma Salsabila. 2018. E0014371. EKSISTENSI KARTU KREDIT 
DENGAN DIKELUARKANNYA PERATURAN BANK INDONESIA 
NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) 
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI YANG SAH. Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang urgensi dikeluarkannya 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik dan 
untuk mengetahui perkembangan kartu kredit dengan dikeluarkannya Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai alat 
pembayaran non tunai yang sah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 
bersifat preskiptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan hukum primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konsep. Metode berpikir dalam penelitian ini adalah metode berpikir 
deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya PBI 
No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah inovasi teknologi yang 
semakin berkembang mendorong banyaknya pelaku usaha yang masuk dalam 
industri uang elektronik sehingga diperlukan adanya penguatan aspek 
kelembagaan, semakin menguatnya tendensi integrasi bisnis vertikal dan 
horizontal secara domestik dan global; penerapan manajemen risiko, standar 
keamanan uang dan penguatan aspek pengawasan. Perkembangan kartu kredit 
setelah dikeluarkannya PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah 
terdapat 15 poin penyesuaian dalam PBI terbaru dan jumlah kartu kredit yang 
beredar semakin menurun karena adanya regulasi pembatasan kepemilikan kartu 
kredit bagi nasabah dengan pendapatan dibawah Rp 10.000.000 serta 
implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) yang mengakibatkan 
pengawasan terhadap transaksi nasabah minimal Rp 1 M setahun oleh Ditjen 
Pajak Kementerian Keuangan.    
 
Kata Kunci : Kartu Kredit; Uang Elektronik; Eksistensi 
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ABSTRACT 
 
Sekar Salma Salsabila. 2018. E0014371. The Existence of Credit Cards Issued 
Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about Electronic Money (E-
Money) as the Legal Non-Cash Payment Instrument. Legal Research. Faculty 
of Law Sebelas Maret University. 
 
The purposes of this research are to know urgency issued of Peraturan Bank 
Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money and to know exsistence 
of credit card after issued Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 
about electronic money as the legal non-cash payment instrument. This research 
is normative legal research particulary prescriptive research. The data research 
are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of 
collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this 
research are legislation approach and concept approach. The conceptual 
framework is deductive. The results of the research urgency issued of PBI Number 
20/6/PBI/2018 about electronic money is innovation of technology more 
developed so that many businessman to join in electronic money industry so need 
strengthening institusional aspect, the strengthening tendency of vertical and 
horizontal business integration in domestic and global, application of risk 
management, money security standards and strengthening aspects of supervision. 
Exsistence of credit card after issued PBI Number 20/6/PBI/2018 about electronic 
money is there are 15 adjustment points in the PBI Number 20/6/PBI/2018 and 
the number of credit cards is decrease because regulation of credit card 
ownership restriction for costumers with the revenue under Rp 10.000.000. And 
implementation of Automatic Exchange of Information (AEOI) which results in 
the supervision of customer transactions of at least Rp 1 M per year by Ditjen 
Pajak Kementerian Keuangan 
 
Keywords : Credit Card; Electronic Money; Exsistence 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan zaman mendorong perkembangan sistem teknologi dan 
informasi di dalam masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dimana 
masyarakat akan dimudahkan dengan segala teknologi yang semakin berkembang. 
Saat ini kegiatan ekonomi banyak memanfaatkan perkembangan teknologi dan 
informasi, misalnya melalui kemudahan dalam transaksi jual beli barang/jasa baik 
secara offline ataupun online, transfer uang antar bank, pembayaran tagihan 
kebutuhan rumah tangga atau tagihan melalui kartu kredit atau kartu debet yang 
dikeluarkan oleh bank. 
Perkembangan teknolgi telah membawa perubahan yang besar bagi 
kehidupan masyarakat terutama terkait dengan alat pembayaran yang dapat 
memberikan kemudahan, keamanan, fleksibilitas dan efisiensi dalam setiap 
transaksi yang dilakukan. Dimulai dari adanya uang logam, uang kertas hingga 
kini alat pembayaran secara online yang disebut alat pembayaran elektronik 
(Sholehuddin, 2017:1). Perkembangan sistem teknologi dan informasi mendorong 
perbankan di Indonesia berinovasi memberikan berbagai produk perbankan yang 
memudahkan nasabah dalam bertransaksi ekonomi. Berbagai produk perbankan 
tersebut antara lain tabungan, kartu kredit, kartu debet, kartu ATM, smart card, 
dan lain-lain (Pranoto, 2018: 24).  
Salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan 
menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah dengan menetapkan penggunaan 
alat pembayaran, dimana hal tersebut diatur dengan Peraturan Bank Indonesia 
(Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Pada 
awalnya Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia 
menggolongkan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan kartu prabayar (uang 
elektronik) kedalam satu kategori yaitu alat pembayaran dengan menggunakan 
kartu (APMK) (Serfianto, 2012: 63). Hal tersebut sesuai dengan PBI No. 
11/11/PBI/2009 jo. PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan
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Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan 
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). 
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 
(APMK) disebutkan bahwa kartu kredit adalah: 
“APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas 
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi 
pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana 
kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh 
acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk 
melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan 
pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran 
secara angsuran.” 
 
Namun dalam perkembangannya, banyak negara di dunia telah 
menggunakan produk perbankan elektronis yang disebut uang elektronik (e-
money), yang karakteristiknya berbeda dengan APMK yang lain (kartu kredit, 
kartu debit, kartu ATM). Sehubungan dengan hal tersebut sejak diberlakukan PBI 
No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang kemudian diubah dengan PBI 
No. 20/6/PBI/2018 maka terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu 
kredit dan kartu debit digolongkan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan 
kartu (APMK), sedangkan kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik (e-
money). 
Dalam ketentuan PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dalam 
ketentuan Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa: 
“Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang 
memenuhi unsur-unsur yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor 
terlebih dahulu oleh kepada penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik 
dalam suatu media seperti server atau chip; dan nilai uang elektronik yang 
dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”. 
 
Karakteristik uang elektronik (e-money) yang tidak memerlukan proses 
otorisasi dan keterkaitan langsung dengen rekening nasabah di bank merupakan 
keunikan e-money yang tidak ada pada alat pembayaran lainnya. Hal ini karena e-
money merupakan produk stored value atau prepaid card dimana sejumlah nilai 
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uang (monetary value) disimpan secara elektronis dalam suatu peralatan elektronis 
(BIS, 1996: 1). Dengan adanya e-money sebagai alat pembayaran yang sah akan 
dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan 
perekonomian negara (Muhammad Sofyan Abidin, 2015: 4). Tetapi hal ini akan 
berdampak kurangnya minat masyarakat pada produk perbankan yang lain seperti 
kartu ATM, kartu kredit dan kartu debit dimana produk tersebut sudah banyak 
digunakan. Terutama karakteristik kartu kredit yang mirip dengan uang 
elektronik. Hal ini terjadi karena apabila menggunakan kartu kredit diperlukan 
otorisasi PIN atau tanda tangan karena terkait dengan rekening nasabah di bank. 
Sedangkan apabila menggunakan e-money tidak membutuhkan otorisasi PIN 
karena tidak menyangkut rekening nasabah di bank (Pranoto, 2018: 26). E-money 
mempunyai potensi menggeser peran kartu kredit sebagai salah satu alat 
pembayaran non tunai yang sah. Sebab pembayaran yang bernilai kecil pun dapat 
dilakukan dengan mudah dan murah bagi konsumen dan pedagang (Mintarsih, 
2013: 897). 
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Gambar I.1 Jumlah Instrumen Kartu Kredit dan 
Uang Elektronik  yang Beredar di Indonesia 
Tahun 2011-Februari 2018
Kartu Kredit Uang Elektronik
 
Sumber: Bank Indonesia, 2018 
Jumlah e-money yang beredar mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan sejak tahun 2011 hingga Februari 2018. Kenaikan tajam terjadi pada 
tahun 2016 ke tahun 2017 dengan selisih kenaikan sebesar 38.799.268 instrumen. 
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Akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1.423.438 istrumen. 
Jumlah ini menggambarkan pesatnya perkembangan e-money di Indonesia. Hal ini 
dimungkinkan terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yaitu elektronifikasi 
jalan tol yang memaksa pengguna jalan tol untuk membayar melalui e-money 
sebagai sarana untuk mengembangan alat pembayaran non tunai yang lebih 
mudah.  
Hal berbeda terjadi pada APMK kartu kredit dimana tidak ada peningkatan 
jumlah instrument yang cukup signifikan bahkan terlihat stagnan karena sejak 
tahun 2011 hingga Februari 2018 hanya mencapai 17.438.938 instrumen. 
Kenaikan jumlah kartu kredit paling besar terjadi pada tahun 2014 dengan 
kenaikan sebesar 951.663 instrumen. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus 
Martowardojo dikutip dari Pranoto (2018: 28), penurunan jumlah kartu kredit 
dikarenakan adanya kebijakan yang tidak memperkenankan masyarakat memiliki 
banyak kartu kredit. Yaitu nasabah yang pendapatannya dibawah Rp 10.000.000 
hanya boleh memiliki kartu kredit dari 2 bank penerbit kartu. Hal ini juga terjadi 
karena adanya kredit macet 
(http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/03/110000026/peredaran-kartu kredit-
kian-susut-ini-2-penyebabnya diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 20.00 
WIB). 
Eksistensi kartu kredit di mata masyarakat Indonesia semakin menurun 
seiring dengan menjamurnya sistem transaksi menggunakan uang elektronik 
sehingga dapat dikatakan kartu kredit mulai tergeser eksistensinya dengan 
kehadiran uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang sah. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh uang elektronik 
dapat menggeser eksistensi kartu kredit yang sebelumnya telah menjadi pionir 
dalam sistem pembayaran di Indonesia. Kemudahan yang ditawarkan antara lain 
yaitu otorisasi tanpa menggunakan Personal Identification Number (PIN), 
penggunaan e-money tanpa adanya masa berlaku, sangat aplikatif untuk berbagai 
transaksi yang bernilai kecil dengan frekuensi yang tinggi seperti membayar tol, 
membayar fast food, dll. Eksistensi secara harfiah memiliki pengertian yaitu suatu 
proses dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Hal ini sesuai dengan asal kata 
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eksistensi yaitu exsistere yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi 
eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan 
mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada 
kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya (Abidin Zaenal, 2007: 
16). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi merupakan 
keberadaan baik manusia (person) atau lembaga yang mengalami perubahan 
karena sifat alamiah yang dimiliki, serta mengalami perkembangan atau bahkan 
kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi 
yang ada. 
Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan pengembangan terhadap 
penulisan hukum yang dilakukan oleh Pranoto yang berjudul “Eksistensi Kartu 
Kredit dengan Adanya Electronic Money (E-Money) sebagai Alat Pembayaran 
yang Sah”. Perbedaan penulisan hukum (skripsi) ini dengan penulisan hukum 
terdahulu adalah penulisan hukum (skripsi) ini menjelaskan urgensi 
dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang 
elektronik dan menjelaskan bagaimana perkembangan kartu kredit setelah adanya 
uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang sah dengan didukung 
data yang lebih akurat.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dalam menyusun  
penulisan hukum (skripsi) ini tertarik untuk memilih permasalahan dengan judul: 
“Eksistensi Kartu Kredit dengan Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (E-Money) Sebagai Alat 
Pembayaran Non Tunai yang Sah”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka 
penulis menyusun suatu rumusan masalah yang dikaji lebih rinci dalam 
pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 
hukum ini adalah sebagai berikut: 
1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (E-money)? 
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2. Bagaimana perkembangan kartu kredit setelah dikeluarkannya 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang 
elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran non tunai yang sah? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh penulis dalam 
penulisan hukum (skripsi) ini. Tujuan penelitian dibedakan menjadi dua yaitu 
tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif merupakan tujuan yang 
berasal dari penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif merupakan tujuan 
yang berasal dari penulis. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 
hukum ini adalah: 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui latar belakang urgensi dikeluarkannya Pengaturan 
Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. 
b. Mengetahui perkembangan kartu kredit dengan dikeluarkannya 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang 
elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang sah. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta pemahaman 
aspek hukum di dalam teori maupun praktik di bidang hukum, 
khususnya bidang hukum perdata. 
b. Memperoleh bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan 
penulisan hukum (skripsi) guna melengkapi persyaratan akademis 
untuk memperoleh gelar sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dicapai dalam penulisan hukum ini ada dua yaitu manfaat 
teoritis yaitu yang berhubungan dengan pengembangan ilmu hukum dan manfaat 
praktis yaitu berhubungan dengan pemecahan masalah yang diteliti.  
7 
 
 
 
Adapun manfaat penulisan hukum ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada 
hukum perdata pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan penyelesaian masalah atas 
permasalahan yang ada. 
c. Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya literature 
dalam dunia kepustakaan serta dapat menjadi bahan acuan terhadap 
penulisan hukum selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sekaligus 
mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan yang telah dipelajari dan menerapkannya di masa 
yang akan datang. 
b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan 
memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dengan 
penelitian ini 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki (2014: 35) yaitu suatu 
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun metode 
penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian 
berdasarkan bahan-bahan hukum yang berbasis kepustakaan, 
memfokuskan membaca dan menganalisis sumber data primer dan 
sekunder. Penelitian hukum (legal research) berusaha menemukan 
kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum 
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dan adakah norma yang berupa perintah dan larangan itu sesuai 
dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan 
norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini menggunakan sifat penelitian prespektif. 
Penelitian hukum prespektif berdasarkan koherensi antara norma 
hukum dan prinsip hukum. Bersifat preskriptif untuk mendapatkan 
kebenaran dengan menggunakan data yang diperoleh dari praktik 
hukum dikelola sesuai dengan gagasan berdasarkan hukum (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 59). 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan, 
antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis 
(analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative 
approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan 
filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case 
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133).  
Penelitian hukum (skripsi) ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi (Peter 
Mahmud Marzuki, 2007: 93). Pendekatan konsep beranjak dari 
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 
ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun 
argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 
Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan 
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum 
yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. 
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4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 
sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum 
primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer 
merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai 
otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi 
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder merupakan semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. 
Meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 
141). 
a. Bahan Hukum Primer 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga 
Pembiayaan 
7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
228/PMK.03/2017 tentang Rincian dan Informasi serta Tata 
Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan 
Perpajakan 
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8) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan 
Untuk Kepentingan Perpajakan 
9) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 jo. 
PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) 
10) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang 
Uang Elektronik (E-Money) 
11) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) 
12) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 
16/11/DKSP/2014 jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) 
Nomor 18/21/DKSP/2016 tentang Uang Elektronik (E-Money) 
13) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 
14/27/DASP/2012 tentang Mekanisme Penyesuaian 
Kepemilikan Kartu Kredit 
14) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 
11/10/DASP/2009 jo. SE BI Nomor 14/17/DASP/2012 jo. SE 
BI Nomor 16/25/DKSP/2014 jo. SE BI Nomor 
18/33/DKSP/2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK 
15) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 
18/41/DKSP/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan 
Transaksi Pembayaran 
16) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 
15/13/DASP/2013 jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) 
Nomor 18/27/DSta/2016 tentang Laporan Penyelenggaraan 
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan 
Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga 
Selain Bank 
17) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 
13/22/DASP/2011 tentang Implementasi Teknologi Chip dan 
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Penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada Kartu 
ATM dan/atau Kartu Debit yang Diterbitkan di Indonesia 
18) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional 
(National Payment Gateway)  
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena 
buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan 
klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Selain itu 
bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum 
baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014: 182-183). 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang 
digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Secara umum teknik pengumpulan bahan hukum dibagi 
menjadi tiga yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 
atau observasi dan wawancara (Soerjono Soekanto, 2010: 21). Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum 
ini adalah metode studi dokumen atau bahan pustaka.  Studi dokumen 
meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum 
primer dan sekunder. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang 
validitas dan reliabilitasnya, karena hal ini sangat penting untuk 
menentukan hasil suatu penelitian (Amiruddin dan Zainal, 2004: 68). 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan 
pola pikir deduktif, premis mayor ditarik premis minor yang kemudian 
keduanya ditarik kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014: 47). 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran 
secara menyeluruh dan mempermudah dalam memahami seluruh isi penulisan 
hukum. Adapun sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab 
dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub-bab untuk mempermudah 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan 
hukum tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode 
penelitian yang digunakan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori yang bersumber 
pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang 
dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi 
eksistensi secara umum, kartu kredit, uang dan uang elektronik (e-
money). Selain itu pula untuk memudahkan alur berfikir, maka dalam bab 
ini juga disertai kerangka berpikir.  
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan 
mengenai eksistensi kartu kredit dengan dikeluarkannya Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai alat 
pembayaran non tunai yang sah. 
BAB IV : PENUTUP 
Dalam bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Kartu Kredit 
a. Dasar Hukum Kartu Kredit di Indonesia 
Regulasi kartu kredit lebih banyak dibandingkan dengan kartu ATM-
Debit, sebab kartu kredit mempunyai tingkat risiko yang tinggi bagi pihak 
penerbit. Kartu kredit diatur dalam peraturan antara lain sebagai berikut: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan 
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan 
4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 
tentang Rincian dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan 
Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan 
5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 jo. PBI 
Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) 
6) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 14/27/DASP/2012 
tentang Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit 
7) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 11/10/DASP/2009 jo. SE 
BI Nomor 14/17/DASP/2012 jo. SE BI Nomor 16/25/DKSP/2014 jo. 
SE BI Nomor 18/33/DKSP/2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 
APMK 
8) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 18/41/DKSP/2016 
tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 
9) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 15/13/DASP/2013 jo. 
Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 18/27/DSta/2016 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan 
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Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan 
Rakyat dan Lembaga Selain Bank 
10) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/22/DASP/2011 
tentang Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal 
Identification Number (PIN) pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debit 
yang Diterbitkan di Indonesia 
b. Pengertian Kartu Kredit 
Istilah kartu kredit merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu 
credit card. Istilah kartu kredit menunjukkan cara pembayaran yang tidak 
menggunakan uang tunai walaupun transaksinya secara tunai (Abdulkadir 
dan Rilda, 2000: 264). Pengertian kartu kredit menurut S. Bulomine Regi 
dalam International Journal of Research Granthaalayah (2016: 2) yaitu 
kartu plastik yang memiliki strip magnetik, dikeluarkan oleh bank atau 
perusahaan yang member kuasa kepada pemegangnya untuk membeli 
barang dan/atau jasa secara kredit. Setiap kartu kredit dapat digunakan 
berkali-kali untuk meminjam uang atau membeli barang dan/atau jasa 
secara kredit. 
Kartu kredit merupakan alat pembayaran melalui jasa 
bank/perusahaan pembiayaan dalam melayani transaksi jual beli barang 
atau jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan 
pembiayaan (Abdulkadir dan Rilda, 2000: 263). Kartu kredit dikeluarkan 
oleh bank/lembaga keuangan atau lembaga pengelola kartu kredit bagi 
nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemiliknya sebagai alat 
pembayaran yang sah secara kredit (Thomas Suyatno, 1998: 58). Kartu 
kredit dikeluarkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. 
Kartu kredit adalah kartu plastik berukuran ± 5.5 cm x 8.5 cm 
dengan nama, tanda tangan, foto, nomor pemilik kartu kredit yang 
tercantum diatasnya dan identitas bank/perusahaan pembiayaan selaku 
penerbit kartu kredit. Kartu kredit tidak boleh dipindahtangankan kepada 
siapapun Pemegang kartu harus menandatangani pada bagian belakang 
kartu saat menerima kartu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang
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kartu setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan 
dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit 
(Abdulkadir dan Rilda, 2000: 264). Setiap pemegang kartu kredit akan 
diberikan buku kecil yang mencantumkan alamat-alamat tempat 
berbelanja. Kartu kredit merupakan instrument untuk berbelanja di toko-
toko, restoran, hotel, tempat hiburan, dan lain-lain. Selain itu kartu kredit 
dapat diuangkan diberbagai tempat seperti ATM (Authomated Teller 
Machine), yang banyak tedapat di tempat-tempat strategis seperti pusat 
perbelanjaan, hiburan dan perkantoran (Kasmir, 2004: 318). Kartu kredit 
hanya boleh dikeluarkan oleh bank yang tergolong sehat/cukup sehat 
setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Kartu kredit diterima 
dilebih dari 3 jutaan tempat seperti supermarket, toko, hotel, tempat 
hiburan dan restoran yang terdapat di 160 negara (Thomas Suyatno, 1998: 
58). 
Profil kartu kredit antara lain memuat informasi sebagai berikut 
(Fitri Rahayu A, dkk , 2011: 7-10): 
1) Logo dan Identitas Bank Penerbit Kartu Kredit  
2) Nomor Kartu Kredit yang terdiri dari 16 digit nomor unik dan berbeda 
yang terbagi menjadi 4  kelompok dengan jarak yang direnggangkan. 
Tiap kartu kredit berbeda nomornya dan tidak ada yang sama. Nomor 
kartu kredit memiliki sistem perhitungan yang unik sehingga 
membuatnya berbeda antar tiap-tiap kartu. 
3) Nama Pemilik 
4) Masa Berlaku Kartu antara 2-3 tahun atau bahkan 5 tahun tergantung 
kebijakan masing-masing bank penerbit. Namun rata-rata adalah 3 
tahun. Jika masa berlaku kartu habis maka pemilik kartu akan 
mendapat kartu kredit yang baru dengan nomor yang sama. Masa 
berlaku kartu data dilihat dari valid thru (berlaku sampai) dan valid 
from (berlaku sejak). Sedangkan member since menandakan berapa 
lama pemilik kartu menjadi nasabah bank penerbit. 
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5) Logo perusahaan pembayaran internasional atau disebut dengan 
jaringan pembayaran internasional. Untuk pasar Indonesia terdapat 5 
jaringan pembayaran internasional yaitu American Express, BCA 
Card, JCB, VISA dan MasterCard. Setiap kartu kredit hanya akan 
terdapat satu nama jaringan pembayaran internasional. 
6) Chip adalah produk pengamanan kartu. 
7) Pita Magnetik yang berguna untuk merekam beberapa data penting 
nasabah seperti nomor PIN, nama nasabah, alamat nasabah, limit 
kartu, saldo tagihan dan sebagainya.  
8) Panel tanda tangan yang berwarna putih untuk menampung tanda 
tangan pemilik kartu.  
9) Tiga digit pengamanan kartu yang disebut dengan CVV (Card 
Verification Value) sebagai respon bank terhadap kejahatan mafia 
kartu kredit yang ada. Tiga digit CVV ini tidak boleh diketahui orang 
lain. 
10) Logo Cirrus/PLUS untuk memudahkan pemilik kartu untuk mengenali 
mesin-mesin ATM yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai. 
Cirrus untuk MasterCard, PLUS untuk VISA. Prinsipnya semua mesin 
ATM sudah mengakomodir kedua logo karena adanya kerjasama 
bank. 
11) Hologram untuk kartu kredit VISA dan posisinya ada di belakang. 
Sedangkan untuk kartu kredit MasterCard posisinya berada di depan 
kartu. Adapula kartu kredit yang memcantumkan foto pemilik untuk 
menghindari manipulasi data. 
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Gambar II. 2 Tampak Belakang Kartu Kredit 
Sumber: Bank Indonesia 
Kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan alat 
pembiayaan. Sebagai alat pembayaran, kartu kredit tergolong kedalam 
APMK yang mengandung unsur hutang dimana setiap transaksi 
pembayaran akan dikenakan bunga yang cukup tinggi yaitu 3% hingga 5% 
per bulan. Karena tingginya bunga kartu kredit, kartu kredit tidak 
disarankan digunakan sebagai alat pembiayaan usaha yang bersifat jangka 
menengah-panjang. Sejak dikeluarkannya aturan PBI No. 11/11/PBI/2009 
jo. PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, 
penggunaan kartu kredit untuk tujuan selain sebagai alat pembayaran 
dilarang secara tegas oleh Bank Indonesia. Larangan tersebut diatur dalam 
Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, “Kartu Kredit dilarang digunakan 
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di luar peruntukan sebagai alat pembayaran”. Penerbit dan Acquirer 
wajib menjaga agar kartu kredit tidak digunakan sebagai alat pembiayaan. 
Sesuai Pasal 38 PBI No. 14/2/PBI/2012 pelanggaran terhadap aturan Pasal 
18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa (a) 
teguran; (b) denda; (c) penghentian sementara sebagian atau seluruh 
kegiatan APMK; dan/atau (d) pencabutan izin penyelenggaraan APMK (R. 
Soerfiantoro, 2012: 112). 
Kartu kredit diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1980-an oleh 
bank-bank tertentu. Keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 telah mengubah peta 
penyebaran kartu kredit yang semakin luas. Berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Keuangan tersebut, bisnis kartu kredit digolongkan sebagai 
kelompok usaha jasa pembiayaan (Kasmir, 2004: 318). Perkembangan 
kartu kredit di Indonesia sangat pesat. Hal ini didorong oleh berbagai 
faktor antara lain faktor keamanan, kemudahan, kepraktisan dan prestise 
(harga diri) pemegang kartu (Thomas Suyatno, 1998: 59). 
Pelopor pengembangan usaha kartu kredit di Indonesia dilakukan oleh 
Bank Duta (Kasmir, 2004: 319). Dimana Bank Duta menjalin kerjasama 
dengan Visa dan Master Card Internasional. Tetapi penerbitan kartu kredit 
oleh Bank Duta hanya terbatas pada nasabah Bank Duta yang notabenya 
adalah kalangan orang kaya, pengusaha, pejabat, dan orang kelas atas 
lainnya. Seiring berjalannya waktu kepopuleran Bank Duta digantikan 
oleh Citibank, hal ini terjadi lantaran Citibank adalah lembaga perbankan 
yang memang mengkhususkan dirinya pada produk Kartu kredit 
(www.cermati.com diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 19.16 
WIB). Bank BCA kemudian menyusul dengan menerbitkan kartu kredit 
yang terbatas pada penggunaan internal nasabah. Principal kartu kredit 
yang masuk di Indonesia antara lain VisaCard oleh PT Visa Worldwide 
Indonesia, Master Card oleh PT Mastercard Indonesia, American Express 
oleh PT American Express Indonesia, CUP oleh PT Union Pay Indonesia 
dan Japan Credit Bureau (JCB) oleh PT JCB International Indonesia 
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(Bank Indonesia, 2018). Sekitar 90 persen kartu kredit yang beredar di 
Indonesia diterbitkan bank di Indonesia bekerja sama dengan principal 
Visa Card dan Master Card (R. Soerfianto, 2012: 114). 
c. Unsur Kartu Kredit 
1) Subjek Kartu Kredit 
Subjek kartu kredit adalah pihak yang terlibat dalam transaksi 
penggunaan kartu kredit. Pihak tersebut terdiri dari Pemegang Kartu 
sebagai pembeli, Perusahaan Dagang (merchant) sebagai penjual, 
Bank/Lembaga Pembiayaan sebagai penerbit.  
2) Objek Kartu Kredit 
Objek kartu kredit adalah barang/jasa yang dijual oleh Merchant 
sebagai penjual dengan harga yang dibayar oleh Pemegang Kartu 
sebagai pembeli, dan dokumen jual beli (sale document) yang terbit 
dari transaksi jual beli. 
3) Peristiwa Kartu Kredit 
Peristiwa kartu kredit adalah perbuatan hukum yang menciptakan 
perjanjian penerbitan kartu kredit. Peristiwa hukum tersebut mengikat 
pada Pemegang Kartu dan Penerbit serta mengikat pada Pemegang 
kartu, perusahaan dagang dan Bank/Lembaga Pembiayaan.    
4) Hubungan Kartu Kredit 
Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit timbul kewajiban dan hak 
diantara para pihak. Pemegang kartu wajib menyetorkan dana kepada 
penerbit, Penerbit wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit 
kepada Pemegang kartu. Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, 
pemegang kartu wajib membayar harga barang/jasa kepada Merchant 
dengan menunjukkan kartu kredit dan menandatangani tanda lunas 
pembayaran. Merchant wajib menyerahkan barang/jasa kepada 
pemegang kartu sebagai pembeli, dan Penerbit wajib membayar 
kepada Merchant yang menyodorkan tanda lunas yang telah 
ditandatangani oleh Pemegang Kartu selaku pembeli. 
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5) Jaminan Kartu Kredit 
Jaminan bagi Penerbit didasarkan pada Perjanjian Penerbitan Kartu 
Kredit. Pemegang kartu merupakan orang yang dapat dipercaya oleh 
penerbit dan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit. 
Secara berkala Pemegang kartu membayar tagihan yang disampaikan 
oleh Penerbit. Kepercayaan dan pembayaran tagihan adalah jaminan 
bagi penerbit untuk membayar harga barang/jasa yang ditagih oleh 
Merchant (Abdulkadir dan Rilda, 2000: 266-267). 
d. Pihak dalam Kartu Kredit 
Pihak dalam hubungan kartu kredit adalah subjek yang berperan 
dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu 
kredit. Pihak tersebut antara lain (Abdulkadir dan Rilda, 2000: 268-271): 
1) Pemegang Kartu 
Pemegang kartu adalah pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit 
yang memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan penerbit, 
sehingga berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli 
barang /jasa, atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. 
Syarat pokok pemegang kartu adalah jumlah minimum penghasilan 
dalam setahun. Pemegang kartu utama (Basic Card Holder) 
bertanggung jawab atas tagihan Pemegang kartu suplemen 
(Supplementary Card Holder) yang merupakan anggota keluarga 
tanggungan pemegang kartu utama.  
Terdapat dua jenis kartu kredit yaitu Gold Card dan Classic Card. 
Persyaratan pembuatan Gold Card lebih ketat dan tinggi, penghasilan 
tahunan minimum yang disyaratkan juga jauh lebih tinggi 
dibandingkan pembuatan Classic Card. Pemegang kartu Gold Card 
memiliki kelayakan kredit yang tinggi dan memiliki batas kredit 
(credit limit) yang jauh lebih tinggi daripada Classic Card. 
2) Penerbit 
Penerbit kartu kredit adalah Bank/Perusahaan Pembiayaan. Apabila 
penerbit merupakan Bank Umum, maka harus mematuhi ketentuan
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yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila penerbit merupakan 
Perusahaan Pembiayaan, maka harus terlebih dahulu mendapat izin 
dari Departemen Keuangan. 
3) Penjual 
Penjual adalah perusahaan dagang (Merchant) yang ditunjuk oleh 
Pihak Penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit. 
Penjual seperti pengusaha supermarket, restoran, hotel, travel, dan 
perusahaan pengangkutan. Penjual berhak menerima pembayaran dari 
penerbit berdasarkan surat tanda pembelian yang ditunjukkan 
kepadanya. 
4) Perantara 
Perantara adalah pihak pengelolaa penggunaan kartu kredit dalam hal 
penagihan antara Penjual dan Penerbit dan pembayaran antara 
Pemegang Kartu dan Penerbit.  
Perantara penagihan antara Penjual dan Penerbit disebut acquirer, 
yaitu pihak yang melakukan penagihan kepada Penerbit berdasarkan 
catatan yang disampaikan kepadanya oleh Penjual. Hasil penagihan 
tersebut dibayarkan kepada Penjual dengan memperoleh komisi.  
Perantara pembayaran antara Pemegang Kartu dan Penerbit adalah 
bank, dimana bank merupakan pihak yang melakukan pembayaran 
kepada Penerbit atas permintaan Pemegang Kartu. Bank mengirimkan 
uang pembayaran kepada Penerbit. Atas dasar pelayanan tersebut, 
bank mendapat komisi (fee) dari pemegang kartu. 
e. Klasifikasi Kartu Kredit 
1) Kartu Kredit Berdasarkan Fungsinya 
1. Credit Card 
Jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayara 
transaksi jual beli barang/jasa. Merupakan suatu sistem dimana 
pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi sekaligus 
atau secara angsuran pada saat jatuh tempo. Credit card dapat 
digunakan untuk menarik uang tunai melalui Kasir Bank (Bank 
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Counter) maupun pada ATM yang berlogo sama dengan kartu 
kredit yang dimiliki. Kartu kredit yang paling banyak digunakan 
adalah Visa Card dan Master Card. 
2. Charge Card 
Merupakan jenis kartu kredit dimana pelunasannya harus dilakukan 
sekaligus pada saat jatuh tempo dan tidak dapat dicicil. Jika tagihan 
tidak dibayar penuh, maka pemegang kartu akan dibebani denda 
(charge). Kartu kredit jenis Charge Card kurang begitu populer di 
masyarakat hal ini karena pembayaran kredit secara penuh pada 
tanggal jatuh tempo dirasakan lebih berat ditambah pula ancaman 
denda (charge). Contoh Charge Card yang telah digunakan di 
Indonesia adalah BCA Card, Hero Master dan Dinners Club. 
3. Debit Card 
Merupakan alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual 
beli barang/jasa dengan cara mendebet (mengurangi) secara 
langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu dan pada waktu 
yang sama menkredit (menambah) rekening penjual pada bank 
penerbit sebesar nilai transaksi (Kasmir, 2004: 322). Debit card 
juga dapat digunakan untuk menarik uang tunai, baik melalui Kasir 
Bank maupun melalui ATM dan berfungsi sebagai Cash Card. 
4. Cash Card 
Cash card sebenarnya bukan kartu kredit. Cash card adalah kartu 
yang digunakan oleh pemegang kartu untuk menarik uang tunai, 
baik langsung melalui kasir bank maupun melalui ATM bank 
tertentu. Cash card selain digunakan untuk penarikan uang tunai, 
meminta informasi saldo rekening lengkap dengan tanggal dan 
nomor yang dapat langsung dilihat di layar monitor ATM dan print 
out sebagai bukti. Selain itu digunakan untuk mentransfer antar 
rekening ke bank lain dengan Electronic Funds Transfer (EFF) dan 
sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa secara tunai 
tanpa menggunakan uang tunai, tetapi dengan cara mendebet saldo
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rekening simpanan pemegang kartu dan dalam waktu yang sama 
mengkredit saldo rekening penjual pada Bank Penerbit sebesar nilai 
transaksi. 
5. Check Guarantee Card 
Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan 
cek untuk meyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh 
pemegang kartu dalam transaksi jual beli barang/jasa. Dalam 
perkembangannya kartu ini dapat digunakan sebagai Check 
Enchashment Card untuk menarik uang tunai melalui kantor-kantor 
cabang bank penerbit. Dapat pula digunakan sebagai Cash Card 
untuk menarik uang tunai melalui ATM. 
2) Kartu Kredit Berdasarkan Wilayah Berlakunya 
1. Kartu Kredit Nasional 
Merupakan kartu kredit yang hanya berlaku dan digunakan sebagai 
alat pembayaran di suatu wilayah negara tertentu. Contohnya 
adalah BCA Card, dan Kassa Card. 
2. Kartu Kredit Internasional 
Merupakan jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai 
alat pembayaran di seluruh negara di dunia. Kartu kredit 
internasional yang paling banyak digunakan adalah Visa Card dan 
Master Card. Selain itu ada pula Dinners Card, dan American 
Express (Abdulkadir dan Rilda, 2000: 271-276). 
f. Persyaratan Pembuatan Kartu Kredit 
Pembuatan kartu kredit sangatlah mudah, secara umum syarat-syarat yang 
dibutuhkan adalah sebagai berikut: 
1) Syarat dan Ketentuan  
1. Usia minimal pemegang kartu kredit utama adalah 21 tahun atau 
sudah menikah hingga maksimal usia 65 tahun, sedangkan untuk 
kartu kredit tambahan berusia minimal 17 tahun atau sudah 
menikah dan maksimal 70 tahun 
2. Warga Negara Indonesia atau berdomisili di Indonesia
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3. Sehat jasmani dan rohani serta berusia produktif  
4. Penghasilan tetap minimal Rp 3.000.000 setiap bulan 
2) Dokumen yang Diperlukan 
1. Pengajuan Kartu Kredit untuk Karyawan 
a. Fotokopi KTP atau Paspor atau SIM 
b. Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan dari Perusahaan  
c. Fotokopi NPWP 
d. Fotokopi Tagihan Kartu Kredit 1 Bulan Terakhir/Fotokopi 
Kartu Kredit 
e. Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir 
2. Pengajuan Kartu Kredit untuk Dokter/Profesional 
a. Fotokopi KTP atau Paspor atau SIM 
b. Slip Gaji atau  atau SPT atau Surat Keterangan Penghasilan 
dari Perusahaan  
c. Fotokopi Surat Ijin Praktek  
d. Fotokopi NPWP 
e. Fotokopi Tagihan Kartu Kredit 1 Bulan Terakhir/Fotokopi 
Kartu Kredit 
f. Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir 
3. Pengajuan Kartu Kredit untuk Pengusaha 
a. Fotokopi KTP atau Paspor atau SIM 
b. Slip Gaji atau SPT atau Surat Keterangan Penghasilan dari 
Perusahaan 
c. Fotokopi Akta Pendirian atau SIUP atau TDP 
d.  Fotokopi NPWP 
e. Fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir 
f. Fotokopi Tagihan Kartu Kredit 1 Bulan Terakhir/Fotokopi 
Kartu Kredit 
g. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit 
Perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit diatur dalam 
ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 jo. PBI 
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Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Perubahan peraturan 
tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan penerapan prinsip kehati-
hatian, aspek perlindungan bagi pemegang kartu, manajemen risiko 
pemberian kredit dalam penyelenggaraan kartu kredit, standar keamanan 
bagi teknologi serta aspek peningkatan APMK. Ketentuan pelaksanaan 
PBI tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 
11/10/DASP/2009 yang kemudian diubah keempat kalinya dengan SE BI 
Nomor 18/33/DKSP/2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). 
Upaya perlindungan nasabah atas penggunaan kartu kredit oleh 
penerbit APMK yaitu meliputi: 
1) Pengaturan batas maksimum suku bunga kartu kredit 
Batas maksimum suku bunga kartu kredit yang wajib ditetapkan oleh 
penerbit kartu kredit berdasarkan SE BI No. 18/33/DKSP/2016 Butir 
VII.A.5 adalah 2.25% per bulan atau 26.95% per tahun berlaku untuk 
transaksi pembelanjaan maupun transaksi tarik tunai.  
2) Pengaturan persyaratan pemberian fasilitas kredit dalam rangka 
menerapkan manajemen risiko  
Usia minimal kepemilikan kartu kredit utama adalah 21 tahun atau 
sudah menikah dan untuk kartu kredit tambhana minimal berusia 17 
tahun atau sudah menikah dan maksimal berusia 65 tahun dengan 
pendapatan minimal Rp 3.000.000 per bulan yang dibuktikan dengan 
bukti pendapatan dari instansi atau perusahaan pemberi kerja atau 
dengan dokumen lainnya seperti bukti setoran pajak. Bank penerbit 
memberikan batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan yaitu 
sebesar tiga kali pendapatan tiap bulan dengan catatan bahwa setiap 
nasabah hanya diperbolehkan memiliki 2 (dua) penerbit kartu kredit 
berdasarkan ketentuan yang terdapat pada SE BI No. 
14/17/DASP/2012 pada Butir VII.B.2. Sedangkan pada Butir VII.B.4 
calon pemegang kartu yang pendapatan per bulannya diatas Rp 
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10.000.000 tidak dikenakan pembatasan jumlah plafon kredit dan 
kartu dari dua penerbit sehingga analisis kredit sepenuhnya diserahkan 
kepada bank. 
3) Pengaturan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penagihan 
hutang 
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan APMK Butir VII.D.4 yang mengatur 
mengenai jasa penagihan kartu kredit (debt collector). Kerjasama 
antara penerbit dengan pihak penagih hutang harus memperhatikan 
dan memenuhi ketentuan yaitu penagihan kartu kredit dapat dilakukan 
dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan 
dari perusahaan penyedia jasa penagihan dimana tenaga penagihan 
telah mendapat pelatihan yang memadai terkait tugas dan etika 
penagihan. Etika penagihan antara lain yaitu dilarang menggunakan 
ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan 
pemegang kartu kredit, tidak boleh melakukan tekanan secara verbal 
dan fisik. Penagihan hutang melalui sarana telekomunikasi dilarang 
dilakukan secara terus menerus, tetapi harus dilakukan pada waktu 
pukul 08.00-20.00 di wilayah waktu setempat pemegang kartu.  
Penagihan yang dilakukan oleh tenaga penagihan dari perusahaan 
penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas kartu 
kredit termasuk dalam kriteria macet berdasarkan ketentuan Bank 
Indonesia selaku regulator kualitas kredit di Indonesia. 
4) Pengaturan Peningkatan Pengamanan 
Peningkatan keamanan bagi pemegang kartu dilakukan penerbit 
dengan kewajiban untuk mengimplementasikan mengenai Personal 
Identification Number (PIN) paling kurang enam digit sebagai sarana 
verifikasi dan autentifikasi. Hal ini sesuai dengan Butir VII.C.4.a SE 
BI No. 16/25/DKSP/2014. Pengaturan mengenai tata cara pengenaan 
sanksi administrative diatur dalam SE BI No. 16/25/DKSP/2014 pada 
Butir IX.C.1 dimana pengenaan sanksi administratif yaitu dengan 
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teguran, denda atau kewajiban membayar, penghentian sementara 
sebagian atau seluruh kegiatan APMK dan pencabutan izin 
penyelenggaraan kegiatan APMK, yang mana pada SE BI sebelumnya 
yaitu SE BI No. 11/10/DASP/2009 hanya mengatur mengenai sanksi 
administratif berupa denda. 
Perlindungan hukum yang diberikan Bank Indonesia dalam 
mengatur dan mengawasi perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan 
Kartu (APMK) yang dikeluarkan oleh bank penerbit atau lembaga selain 
bank yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 
14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Sanksi yang diberikan kepada Bank 
atau Lembaga selain Bank yaitu terdapat pada Pasal 37 yaitu berupa sanksi 
administratif berupa penghentian kegiatan APMK bagi Bank atau 
penghentian kegiatan APMK oleh instansi yang berwenang berdasarkan 
permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank. Sedangkan 
apabila terjadi pelanggaran oleh penyelenggara APMK dikenakan sanksi 
administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau 
seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan 
kegiatan APMK. 
Perlindungan nasabah terhadap penggunaan Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK) khususnya kartu kredit diatur pula pada 
Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan bahwa konsumen yang 
dirugikan dapat menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku 
usaha melalui peradilan di lingkungan peradilan umum, sedangkan 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai 
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai 
tindakan tertentu dan menjamin agar tidak terulang kembali. Menurut 
Pasal 48 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan 
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mengacu pada ketentuan peradilan umum dengan putusan yang bersifat 
mengikat. 
Penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan 
melalui penyelesaian secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai 
merupakan bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak 
yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan 
atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang (Janus Sidabalok, 2006: 131). Penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan terhadap pengunaan APMK sama seperti 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas penggunaan e-money yaitu 
dengan Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara 
klien dengan konsultan yang memberikan pendapat kepada klien terkait 
keperluan klien tersebut. Negosiasi merupakan komunikasi untuk 
mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai 
kepentingan yang sama ataupun berbeda. Mediasi melalui mediator 
dimana hal ini merupakan terobosan atas cara penyelesaian sengketa 
melalui litigasi (berperkara di pengadilan). Konsiliasi melibatkan pihak 
ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 
Konsiliasi hampir sama dengan mediasi, perbedaannya konsiliasi 
dilakukan oleh suatu badan yang disebut badan atau komisi konsiliasi. 
Sedangkan penilaian ahli adalah pendapat ahli untuk suatu hal yang 
bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya (Haikal Ramadhan, 
dkk , 2016: 12). 
2. Tinjauan Tentang Uang 
a. Pengertian Uang 
Uang mempunyai pengertian yang bermacam-macam, tetapi bagi 
ekonom, uang mempunyai arti khusus. Ekonom mendefinisikan uang 
sebagai sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan 
jasa atau pembayaran atas utang.  
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Beberapa ahli juga mencoba memberikan definisi tentang uang misalnya: 
1) Robertson, dalam bukunya “Money 1992” mendefinisikan uang adalah 
segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-
barang. 
2) Rs. Sayers, dalam bukunya “Modern Banking” mendefinisikan uang 
adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayar hutang. 
3) AC. Pigou, dalam bukunya “The Veil of Money 1950” mendefinisikan 
uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat 
penukar. 
4) Albert Gailort Hart, dalam bukunya “Money Debt and Economic 
Actinity 1950” mendefinisikan uang adalah kekayaan dengan mana 
pemilik dapat melunaskan hutangnya dalam jumlah yang tertentu pada 
waktu itu juga.  
5) Rollin G. Thomas, dalam bukunya “Óur Modern Banking and 
Monetary System 1957” mendefinisikan uang adalah segala sesuatu 
yang siap sedia dan pada umumnya diterima umum dalam 
pembayaran pembelian barang-barang, jassa-jasa dan untuk 
pembayaran hutang. 
Dari definisi kelima ahli ekonomi tersebut diatas sebenarnya nampak 
terdapat persamaan-persamaan walaupun memang terdapat perbedaan. 
Maka definisi uang yang paling umum adalah dilihat dari fungsi uang 
yaitu: Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum seabagai alat 
penukar, sebagai alat bayar, sebagai alat hitung atau pengukur nilai, dan 
dalam waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat untuk menimbun 
kekayaan (Lihat Mugi Raharjo, 2015: 10). 
Pengertian uang menurut Iswardono (1996: 4) uang merupakan 
sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran untuk pembelian 
barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Dapat 
juga dipandang sebagai kekayaan yang dapat dimiliki dimana digunakan 
untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa 
penundaan.
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b. Kriteria Uang 
1) Acceptability dan Cognizability (Penerimaan dan Pengetahuan) 
Yaitu uang dapat diterima secara umum oleh masyarakat dan 
diketahui secara umum oleh masyarakat. Diterima secara umum serta 
penggunaannya sebagai alat tukar, alat bayar, alat hitung, dan alat 
penimbun kekayaan untuk ditukarkan dengan barang dan jasa. 
2) Stability of Value (Kestabilan Nilai) 
Diperlukan menjaga nilai uang agar tetap terjaga kestabilan ataupun 
jika berfluktuasi secara kecil. Jika mata uang suatu negara berfluktuasi 
secara tajam, maka masyarakat akan mengurangi fungsi uang sebagai 
alat penukar dan satuan hitung. 
3) Elasticity of Supply (Penawaran Elastis) 
Jumlah uang yang beredar disuatu negara harus mencukupi kebutuhan 
perekonomian. Ketidakmampuan suatu negara dalam mencukupi 
kebutuhan uang akan mendorong munculnya sistem barter, dimana 
barang ditukar dengan barang lain secara langsung. Bank Sentral 
sebagai pihak yang berwenang mengatur jumlah uang yang beredar 
harus mampu menyediakan uang yang cukup bagi suatu negara. 
Sebaliknya Bank Sentral juga wajib bertindak dengan cepat apabila 
uang yang beredar terlalu banyak yang akan mengakibatkan inflasi.  
Jadi dapat dikatakan bahwa Bank Sentral dan lembaga keuangan 
lainnya harus menjamin tersedianya uang yang beredar di suatu 
negara (bersifat elastis). 
4) Portability (Portabilitas) 
Uang harus mudah dibawa kemanapun. Bahkan transaksi dengan 
nominal yang besar dapat dilakukan dengan uang dengan jumlah fisik 
yang sedikit. 
5) Durability (Daya Tahan) 
Dalam pemindahan uang haruslah dijaga nilai fisiknya. Jika terjadi 
rusak atau sobek pada uang makan akan menyebabkan penurunan 
nilai dan merusakkan kegunaan moneter uang tersebut.
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6) Divisibility (Dapat dibagi-bagi) 
Uang haruslah dicetak dalam berbagai nilai nominal/satuan untuk 
kelancaran sistem pembayaran (Mugi Raharjo, 2015: 21-22). 
c. Fungsi Uang 
a. Satuan Hitung/Pengukur Nilai (Unit of Account/Measure of Value) 
Uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari 
barang-barang dan jasa yang dijual (beli), besarnya kekayaan serta 
menghitung besar kecilnya kredit atau hutang atau dikatakan sebagai 
alat yang digunakan dalam menentukan harga barang dan jasa. Fungsi 
uang sebagai satuan hitung dalam bahasa Perancis disebut 
“Numeraire” yang berarti sesuatu yang dipilih sebagai standar ukuran. 
(Iswardono, 1996: 6). 
b. Alat Tukar Menukar (Menidum of Exchange) 
Fungsi uang sebagai alat penukar mendasari adanya spesialisasi dan 
distribusi dalam memproduksi suatu barang. Karena dengan adanya 
uang, seseorang tidak harus menukar barang dengan barang yang 
diproduksi, tetapi langsung menjual produksinya di pasar dengan uang 
yang dimiliki hasil dari penjualan barang produksi tersbeut dapat 
dibelanjakan kepada barang yang diinginkan (Iswardono, 1996: 7). 
Uang sebagai alat tukar adalah kemampuan uang untuk daapt 
ditukarkan dengan suatu barang/jasa tertentu (Soerfianto, 2013: 244). 
Pada umumnya alat penukar dibuat oleh pemerintah dan Bank Sentral 
(Pihak yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang di 
Indonesia adalah Bank Indonesia). Sebagai alat tukar, uang haruslah 
mempunyai sifat yaitu mudah distandarisasi, dapat diterima secara 
luas, tahan lama, mudah dibagi sehingga mudah untuk “kembalian” 
dan mudah dibawa kemana-mana (Frederic S. Mishkin, 2010: 70). 
c. Penimbun Kekayaan (Store of Value) 
Alat penimbun kekayaan digunakan untuk menyimpan daya beli dari 
saat pendapatan diterima sampai waktunya nanti akan dibelanjakan. 
Uang bukan merupakan asset yang mampu memberikan tingkat 
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pengembalian yang tinggi, tetapi sifat uang yang “likuid” yaitu lebih 
mudah dan cepat untuk ditukarkan (Frederic S. Mishkin, 2010: 72).  
Munculnya fungsi uang sebagai penimbun kekayaan dimulai pada 
abad-20 dimana pada abad tersebut Maynard Keynes dalam buku 
yang berjudul “The General Theory of Employment, Interest, and 
Money” terbit tahun 1936. Ketika seseorang menyimpan uang berarti 
menimbun kekayaan dalam bentuk uang kas. Hal ini karena uang 
memiliki sifat likuid dimana uang mudah digunakan dalam transaksi 
atau dalam pembayaran cicilan hutang (Iswardono, 1996: 9). 
d. Jenis Uang 
1) Berdasarkan Bahan (Material) 
a) Uang Logam 
Pembuatan uang logam melalui berbagai jenis logam yaitu emas, 
perak, perunggu, aluminium, nikel atau bahan baku sejenis 
(Rachamdi Usman, 2017: 148). Uang bernilai penuh timbul pada 
pembuatan uang logam dimana pembuatannya harus memenuhi 
persyaratan antara lain yaitu uang dapat digeser dari pemakaian 
moneter ke non-moneter dan adanya kebebasan individu untuk 
melebur atau menempa logam menjadi uang atau sebaliknya tanpa 
ongkos yang berarti (Iswardono, 1996: 11). Uang logam pada 
umumnya terbuat dari perak dan emas hal ini dikarenakan yaitu 
harga bahan cederung tinggi dan stabil, mudah dikenali dan 
diterima semua orang, tidak mudah musnah dan mudah dibagi-bagi 
menjadi unit yang lebih kecil (Soerfianto, 2013: 243). 
b) Uang Kertas 
Uang yang pembuatannya melalui material berupa kertas dengan 
gambar dan cap tertentu serta merupakan alat pembayaran yang 
sah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia, yang dimaksud uang kertas yaitu uang dalam bentuk 
lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang 
menyerupai kertas dengan bahan yang tahan lama, dilengkapi
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dengan cirri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, 
bahan, dan teknik cetak agar tidak mudah dipalsukan (Soerfianto, 
2013: 244). Alasan penggunaan uang kertas yaitu: 
(1) Biaya pembuatan uang kertas relatif lebih murah dibandingkan 
uang logam. 
(2) Uang kertas lebih mudah dan lebih rapi untuk disimpan 
(3) Uang kertas dapat menghemat pemakaian logam mulia 
(4) Uang kertas lebih mudah dikirim dalam jumlah yang banyak 
(5) Uang kertas lebih mudah untuk dicetak dan diperbanyak sesuai 
kebutuhan pasar 
(6) Lebih efisien dalam transaksi besar dengan penggunaan uang 
kertas. 
2) Berdasarkan Nilai 
a) Uang bernilai penuh (Full Bodied Money) 
Merupakan uang yang nilai intrinsiknya (nilai bahan) sama dengan 
nilai nominalnya (nilai tertulis). Atau uang yang nilainya sebagai 
suatu barang untuk tujuan moneter sama besarnya dengan nilai 
barang-barang nonmoneter. Uang bernilai penuh terbuat dari logam 
mulia biasanya emas dan perak. Pada zaman sekarang, full bodied 
money sudah tidak ada lagi. full bodied money dijumpai pada 
zaman dahulu ketika raja atau negara membuat uangnya dari logam 
murni seperti emas dan perak. Full bodied money adalah mata uang 
yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya. Hal ini berarti 
bahwa harga uang itu sama dengan harga logam itu sendiri, 
perbedaannya hanya jika uang tidak ada tandanya. 
Full bodied money banyak digunakan pada masa kerajaan hal ini 
karena beberapa alasan sebagai berikut: 
(1) Zaman dahulu logam mulia merupakan bahan yang sangat 
penting, sehingga masyarakat senang untuk menerimanya;  
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(2) Logam mulia dalah relatif jarang, oleh karena itu hanya dengan 
sedikit logam mulia saja, telah mempunyai nilai yang sangat 
besar; 
(3) Logam mulia dapat dibagi-bagi menjadi kesatuan-kesatuan 
kecil dengan tidak mengurangi nilai keseluruhannya; 
(4) Logam mulia tidak mudah rusak; 
(5) Logam mulia lebih mudah dibawa atau dipindah-pindah dari 
tempat satu ke tempat lainnya (praktis); 
(6)  Penawaran logam mulia yang cukup stabil (tidak begitu 
mengalami perubahan yang drastis) maka harga logam mulia 
relatif stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. 
Mengingat  perekonomian terus berkembang cepat oleh karenanya 
dituntut adanya alat tukar (uang) yang jumlahnya bertambah 
seirama dengan perkembangan dan kondisi perekonomian. Oleh 
karena hal tersebut maka lahirlah mata uang yang nilai nominalnya 
tidak harus sama dengan nilai materinya (Mugi Rahardjo, 2015: 
16). 
b) Uang bernilai tidak penuh (Representative Full Bodied Money atau 
“Token Money” 
George N. Halm memberikan definisi mengenai token money yang 
dikutip oleh Mugi Rahardjo (2015: 16) sebagai berikut: “Money is 
not full bodied money, token money, is money whose monetary or 
face value is greater than the value of the material of which it is 
made (Uang yang bukan full bodied money adalah token money 
yaitu mata uang yang nilai nominalnya lebih besar daripada nilai 
materialnya). 
Token money merupakan uang yang nilai intrinsiknya (nilai bahan) 
lebih kecil daripada nilai nominalnya. Uang bernilai tidak penuh 
mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai barangnya sama 
dengan nilai nominal uangnya. Penggunaan uang kertas sebagai 
uang bernilai tidak penuh memiliki manfaat karena transaksi dalam 
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jumlah yang besar dapat digunakan dengan uang kertas untuk 
pembayarnnya. Berbeda jika melakukan transaksi dalam jumlah 
yang besar dengan menggunakan uang logam (Iswardono, 1996: 
12). Ada beberapa perbedaan antara full bodied money dan token 
money yaitu (Mugi Raharjo, 2015: 17): 
(1) Bila Token Money merupakan nilai materinya dibawah nilai 
nominal, sedangkan full bodied money adalah mata uang yang 
nilai materinya sama dengan nilai nominalnya. 
(2) Mata uang token money dibuat oleh badan-badan yang ditunjuk 
pemerintah, misalnya Bank Indonesia. Sedangkan full bodied 
money pada masanya masyarakat bebas menempa dan melebur 
mata uang sendiri. 
(3) Masa full bodied money jumlah uang yang beredar sulit untuk 
dihitung jumlahnya, sedangkan masa token money jumlah uang 
yang beredar mudah dihitung. 
3) Berdasarkan Lembaga/Badan Pembuatnya 
a) Uang Kartal 
Merupakan uang yang dicetak/dibuat dan diedarkan oleh Bank 
Sentral (Bank Indonesia) dalam bentuk uang logam dan uang 
kertas. Trasaksi menggunakan uang kartal dirasakan memiliki 
kelemahan, sehingga adanya gagasan untuk menggunakan uang 
giral (giro, rekening koran, atau cek) dalam penyelesaian transaksi.  
Dewasa ini negara di dunia pada umumnya mata uang yang 
digunakan terbuat dari kertas. Uang kertas disebut juga “Folding 
Money” karena uang kertas dapat dilipat. Meskipun uang kertas 
tidak memiliki nilai materi sama sekali tetapi  karena uang kertas 
dikeluarkan oleh pemerintah, maka masyarakat mau menerimanya 
sebagai alat pembayaran (Mugi Raharjo, 2015: 17). Ada beberapa 
pertimbangan digunakannya uang kertas sebagai bahan uang: 
a) Ongkos pembuatan uang kertas relatif murah 
b) Kertas mudah dibawa (praktis) 
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c) Kertas bila dipelihara dengan baik cukup tahan lama 
d) Supply kertas cukup banyak, sehingga pemerintah tidak 
kesulitan jika ingin menambah jumlah mata uang 
b) Uang Giral 
Pengertian uang giral menurut Mugi Rahardjo (2015: 18) adalah 
hutang sesuatu bank kepada nasabahnya (perseorangan ataupun 
badan usaha) yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan cek dan 
giro. Cek adalah surat perintah membayar kepada bank untuk 
membayar uang tunai bagi pemegangnya atas nama yang ditunjuk. 
Giro adalah surat perintah membayar dengan pemindahbukuan atas 
nama seseorang atau suatu badan hukum. 
Uang giral merupakan uang yang dibuat dan diedarkan oleh Bank 
Umum (komersial) dalam bentuk Demand Deposito atau dikenal 
dengan check (Iswardono, 1996: 12). Uang giral adalah uang yang 
nilainya tersimpan dalam bentuk rekening giro di bank yang 
pencairannya dilakukan dengan penerbitan cek, bilyet giro, atau 
telegraphic transfer.  Penarikan uang giral dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan atau secara tunai dengan cara diuangkan. Tingkat 
penggunaan uang giral disuatu negara tergantung pada tinggi 
rendahnya perekonomian suatu negara dan kepercayaan 
masyarakat terhadap jasa bank.  Semakin maju suatu negara, maka 
semakin besar tingkat penggunaan uang giral dan sebaliknya. 
Keuntungan penggunaan uang giral antara lain sebagai berikut 
(Soerfianto, 2013: 245) : 
(1) Lebih aman dibandingkan uang kartal, karena jika bilyet giro 
atau cek hilang nasabah dapat segera menghubungi bank untuk 
memblokir rekening tersebut; 
(2) Lebih efisien terutama saat dibutuhkan dalam transaksi dengan 
jumlah nominal yang besar; 
(3) Penggunaan uang giral lebih mudah karena tidak perlu 
menghitung satu per satu; 
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(4) Nominal yang lebih fleksibel karena ditentukan jumlahnya 
oleh nasabah sesuai kebutuhan; 
(5) Penggunaan uang giral dapat meningkatkan prestise nasabah 
yang bersangkutan. 
Sedangkan kelemahan penggunaan uang giral adalah bahwa uang 
giral bukanlah alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh 
siapapun. Pihak yang berkepentingan dapat menolak pembayaran 
dengan uang giral. Bahkan menyatakan lebih senang apabila 
pembayaran dilakukan dengan uang tunai atau uang kartal (Sri 
Redjeki Hartono, 1994: 9).  
Uang giral merupakan deposito pada bank yang bisa diambil 
sewaktu-waktu, oleh karena itu uang giral disebut juga Bank 
Deposit Money yang terdiri dari (Mugi Rahardjo, 2015: 18) : 
(1) Time Deposit Money, merupakan hutang bank kepada 
nasabahnya dalam jangka waktu pengambilan/pembayaran 
yang telah ditentukan 
(2) Demand Deposit Money, merupakan hutang bank kepada 
nasabahnya yang dapat diambil sewaktu-waktu 
4) Berdasarkan Daerah Berlakunya 
a) Uang Domestik 
Merupakan uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu, 
diluar negara tersebut tidak berlaku. Seperti contoh, uang yang 
beredar di Indonesia yaitu uang rupiah. Di luar wilayah Indonesia, 
uang rupiah tidak berlaku. 
b) Uang Internasional 
Merupakan uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara, 
tetapi juga diakui di berbagai negara. Misalnya US$ dan Pound 
Sterling diakui sebagai alat pembayaran internasional (Iswardono, 
1996: 14). 
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3. Tinjauan Tentang Uang Elektronik (E-Money) 
a. Dasar Hukum Uang Elektronik di Indonesia 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan 
3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang 
Elektronik (E-Money) 
4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) 
5) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 16/11/DKSP/2014 jo. 
Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 18/21/DKSP/2016 
tentang Uang Elektronik (E-Money) 
6) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 15/13/DASP/2013 jo. 
Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 18/27/DSta/2016 
tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan 
Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan 
Rakyat dan Lembaga Selain Bank 
7) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National 
Payment Gateway) 
b. Pengertian Uang Elektronik (E-Money) 
Uang elektronik atau dalam bahasa inggris disebut electronic money 
adalah sebuah alat pembayaran yang dapat digunakan dan didistribusikan 
sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital disebuah komputer 
atau micro chip dalam sebuah kartu. Bank of International Settlement 
dalam salah satu publikasinya bulan Oktober 1996 (BIS, 1996: 1) 
mendefinisikan e-money sebagai produk stored value atau prepaid card 
dimana sejumlah nilai uang (monetary value) disimpan secara elektronik 
dalam suatu peralatan elektronik. Nilai elektronik diperoleh dengan 
menyetorkan sejumlah uang oleh konsumen untuk kemudian disimpan 
pada peralatan elektronik. Pemilik dapat menggunakan alat elektronik 
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tersebut untuk melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, 
dimana nilainya akan berkurang jika digunakan untuk melakukan 
pembayaran. Pembayaran dengan kartu kredit atau kartu debit memerlukan 
otorisasi secara online dan melibatkan pendebetan rekening bank 
konsumen, sebaliknya pengelolaan e-money tidak memerlukan otorisasi 
secara online. Definisi e-money menurut Bank of International Settlement 
lebih difokuskan pada jenis prepaid card yang dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan pembayaran, bukan hanya single prepaid card. 
Pengertian uang elektronik menurut Fung, et.al (2014) yaitu nilai 
uang yang disimpan secara elektronik ke dalam alat seperti kartu chip atau 
hard drive di dalam komputer atau server, direpresentasikan dengan klaim 
pada penerbit, dan diterbitkan dengan sejumlah dana yang digunakan 
untuk melakukan transaksi pembayaran yang dilakukan kepada pihak 
selain penerbit uang elektronik. 
Sementara itu, Thomas J. Smedinghoff dalam bukunya berjudul 
Online Law-The SPA’s Legal Guide to Doing Business on The Internet 
menyatakan bahwa uang elektronik merupakan suatu hal yang mewakili 
keberadaan uang (fisik) dalam bentuk elektronik di suatu media elektronik. 
Nilai dari uang tersebut dinyatakan dalam bentuk kumpulan angka yang 
secara digital dikeluarkan oleh suatu Bank atau lembaga lainnya, dan dapat 
disimpan melalui berbagai media (Thomas J. Smedinghoff, 1999: 113). 
Selain pengertian diatas, The Consultative Group to Assist the Poor 
(CGAP) sebagai lembaga supervisi dibawah World Bank, dalam 
publikasinya yang berjudul “Supervising Nonbank E-Money Issuers” 
tahun 2012 memberikan definisi uang elektronik sebagai berikut:  
“E-money is typically defined as a type of stored value instrument or 
product that: (i) is issued on receipt of funds; (ii) consist of 
electronically recorded value stored on a device (i.e., a computer 
system, mobile phone, prepaid card, or chips); (iii) is accepted as a 
means of payment by parties other than the issuer, and; (iv) is 
convertible into cash.” 
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Uang elektronik (e-money) diatur secara tersendiri dalam Peraturan 
Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/06/PBI/2018 tentang uang elektronik (e-
money) yang menyatakan bahwa uang elektronik merupakan instrumen 
pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu diterbitkan atas dasar nilai 
uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; nilai 
uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau 
chip; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan 
merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai perbankan (Pasal 1 angka 3 PBI Nomor 
20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik). 
Uang elektronik hakikatnya merupakan uang tunai tanpa berbentuk 
fisik, yang nilai uangnya berasal dari uang yang telah disetor konsumen 
kepada bank penerbit yang kemudian akan disimpan secara elektronik 
dalam suatu chip atau server yang berfungsi sebagai alat pembayaran non 
tunai kepada pedagang, bukan kepada penerbit uang elektronik tersebut. 
Berbeda dengan kartu ATM, Kartu Kredit, atau Kartu Debit yang nilai 
uang nasabah tersimpan didalam rekening nasabaha di bank yang 
bersangkutan, sedangkan pada e-money nilai uang tersimpan pada 
perangkat sistem komputer, ponsel, atau kartu chip. Selanjutnya ketika 
konsumen melakukan pembayaran, maka uang yang ada pada kartu chip 
tersebut berkurang, sesuai nilai transaksi pembayaran seperti uang tunai 
pada umumnya. Sebaliknya nilai uang dalam kartu elektronik akan 
bertambah bila konsumen melakukan isi ulang nilai elektronik (Rachmadi 
Usman, 2017: 140). 
Profil uang elektronik antara lain memuat informasi yaitu: 
1) Merek (brand name) yang digunakan; 
2) Spesifikasi teknis yang paling kurang memuat informasi mengenai 
media penyimpanan data elektronik dan fitur keamanan (security 
features); 
3) Mekanisme pengelolaan uang elektronik yang memuat informasi 
mengenai penerbit, pengisian ulang, redeem, dan penagihan oleh 
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pedagang (merchant), penyelenggaraan kliring, dan penyelenggaraan 
penyelesaian akhir; dan 
4) Mekanisme pengelolaan Dana Float 
 
Gambar II.3 Tampak Depan Kartu E-Money Indomaret Card  
yang diterbitkan oleh Bank Mandiri 
 
Gambar II.4 Tampak Belakang Kartu E-Money Indomaret Card 
Sumber: Bank Indonesia 
Uang elektronik harus memberikan tranparansi produk. Penerbit 
harus memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang uang 
elektronik. Informasi tersebut. 
c. Pihak dalam Transaksi E-Money 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 
tentang Uang Elektronik (E-Money) maka dapat dilihat pihak dalam 
transaksi e-money, yaitu: 
1) Prinsipal 
Merupakan bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab 
atas penerusan data transaksi uang elektronik melalui jaringan; 
bertanggung jawab atas pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban; 
Contoh merek (brand name) 
dari kartu e-money Indonaret 
Card yang diterbitkan oleh 
Bank Mandiri 
Contoh letak informasi singkat 
tentang media penyimpanan 
data, penerbit kartu (Bank 
Mandiri) dan informasi tentang 
pengggunaan kartu e-money 
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bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran dan bertangung 
jawab atas penetapan mekanisme dan prosedur bisnis. 
2) Penerbit 
Merupakan bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan e-
money. Penerbit dapat menerbitkan jenis uang elektronik yang 
mewajibkan pendaftaran data identitas pemegang (Registered) dan 
jenis uang elektronik yang tidak memerlukan pendaftaran data 
identitas pemegang (Unregistered). Pencatatan data identitas 
pemegang memuat nama, alamat, tanggal lahir dan data lain 
sebagaimana tercantum dalam buku identitas pemegang. 
3) Acquirer 
Merupakan bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama 
dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang 
dan/atau jasa mampu memproses transaksi uang elektronik yang 
diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan dan 
bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia 
barang dan/atau jasa. 
4) Pemegang Kartu 
Adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.  
5) Pedagang (Merchant) 
Adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi 
pembayaran dari pengguna  uang elektronik. 
6) Penyelengara Switching 
Adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan 
infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung 
penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan uang 
elektronik. 
7) Penyelenggara Kliring  
Adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan 
hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau 
acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik.
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8) Penyelenggara Penyelesaian Akhir 
Adalah bank atau lembaga selian bank yang melakukan dan 
bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan 
kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam 
rangka transaksi e-money berdasarkan hasil perhitungan dari 
penyelenggara kliring. 
d. Jenis Uang Elektronik (E-Money)  
1) Berdasarkan Fungsinya  
a) Mata Uang Digital 
Uang elektronik memudahkan konsumen yang tidak mempunyai 
kartu kredit atau orang tidak ingin memberikan nomor kartu 
kreditnya dalam transaksi online. Digital currency di desain 
sebagai pembayaran pengganti uang tunai fisik. Keunggulan digital 
currency antara lain adalah lebih mudah, lebih cepat, bersifat 
global, dan lebih menjaga privasi daripada kartu kredir dan jaringan 
bank nasional dan internasional. Meskipun demikian, keanoniman 
digital currency memiliki kekurangan yaitu sangat sulit untuk 
menemukan tersangka transaksi keuangan fiktif dan mudahnya 
dalam praktik pencucian uang (Wiji  Nurastuti, 2011: 180). 
Terdapat dua tipe dasar dari sistem digital currency yaitu : 
(1) Pure Digital Currency 
Merupakan digital currency yang menerapkan teknologi 
informasi yang berkecepatan tinggi dalam komunikasi jaringan 
untuk menyimpan, mengirimkan, dan menerima representasi 
nilai uang. Digital currency berhubungan dengan sistem 
keuangan hal ini karena dalam pertukaran uang cash atau 
deposit agar dapat diuangkan kembali dalam bentuk fisik, dan 
transfer mata uang digital ke smart card atau ATM. 
(2) Stored Value “Smart Card” 
Sebagai media penyimpanan yang mudah dibawa dan berisi 
informasi data. Pembayaran melalui smart card tidak ada 
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badan keuangan yang mengawasi setiap transaksi yang terjadi, 
selain itu jika kartu hilang begitu pula nilai uang yang ada 
dalam smart card juga akan hilang. Smart card tidak hanya 
sebagai alat pembayaran digital tetapi juga dapat pula 
menyimpan informasi termasuk digital certificates dan 
autentifikasi transaksi (Wiji  Nurastuti, 2011: 180). 
b) Electronic Funds Transfer (EFT)  
Mengacu pada transaksi yang dilakukan melalui elektronik 
terminal, telepon, komputer, atau magnetic tape yang 
menginstruksikan lembaga keuangan untuk mengkredit atau 
mendebet rekening nasabah. Electronic Funds Transfer (EFT) 
adalah sistem pengiriman uang antar rekening pada sistem 
perbankan dengan menggunakan perangkat elektronik atau 
komputer (Wiji  Nurastuti, 2011: 181). 
c) Kartu Kredit Elektronik (Virtual Credit Card) 
Kartu kredit virtual ini memiliki kesamaan dengan kartu kredit 
biasa, yakni adanya identitas nomor digit sebanyak 16 digit dan ada 
expired date card yang berlaku dan apabila terlambat isi saldo 
maka VCC akan otomatis ditutup. Perbedaannya adalah jika kartu 
kredit berbentuk fisik, tetapi VCC atau virtual credit card 
berbentuk virtual. Selain itu VCC hanya dapat digunakan jika saldo 
masih tersisa dan hanya bisa dilakukan untuk transaksi melalui 
dunia maya dan VCC tidak mengenal adanya cashback atau 
program promo lainnya (www.cermati.com diakses pada tanggal 
17 Maret 2018 Pukul 19.56 WIB). Tujuan utama kartu kredit 
elektronik adalah melindungi kartu kredit utama sehingga ketika 
melakukan transaksi secara online, pemilik kartu kredit tidak 
memberikan informasi kartu kredit yang sebenarnya. 
Penggunaan VCC di Indonesia biasanya hanya untuk bertransaksi 
online untuk kebutuhan verifikasi akun PayPal. Dalam membuat 
akun PayPal, tidak adanya biaya pendaftaran, tetapi diwajibkan 
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untuk mengisi nomor kartu kredit. Pembelian VCC bisa dilakukan 
melalui jasa agen pada situs tertentu melalui internet atau melalui 
Bank CIMB Niaga tetapi hanya terbatas pada transaksi via 
facebook (www.cermati.com diakses pada tanggal 17 Maret 2018 
Pukul 20.09 WIB). 
2) Berdasarkan Media yang Digunakan 
a) Prepaid Card/Kartu Prabayar/Electronic Purses dengan 
karakteristik nilai uang dikonversi menjadi uang elektronik, 
disimpan dalam suatu chip (integrated circuit) yang tertanam pada 
kartu dan mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara 
memasukkan kartu ke suatu alat card reader. 
b) Prepaid Software/Digital Cash dengan karakteristik nilai uang 
dikonversi menjadi nilai elektronik, disimpan dalam suatu hard 
disk komputer yang terdapat dalam Personal Computer (PC) dan 
mekanisme pemindahan dana dilakukan secara on-line  melalui 
suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan 
pembayaran (R. Serfianto, 2012: 98). 
3) Berdasarkan Lingkup Penyelengaraannya 
a) Closed Loop, yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan 
sebagai instrument pembayaran kepada penyedia barang dan/atau 
jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik. 
b) Open Loop, yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai 
instrument pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang 
bukan merupakan penerbit uang elektronik (Pasal 3 ayat (1). 
4) Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pengguna 
a) Unregistered, yaitu uang elektronik yang data identitas 
Penggunanya tidak terdaftar  dan tidak tercatat pada Penerbit. 
b) Registered, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya 
terdaftar dan tercatat pada penerbit (Pasal 3 ayat (2). Pencatatan 
data identitas pemegang uang elektronik memuat nama, alamat, 
tanggal lahir, dan data lain yang tercantum pada buku identitas 
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pemegang. Calon pemegang kartu mengisi formulir aplikasi yang 
harus diisi dan fotokopi identitas calon pemegang. 
Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang 
Uang Elektronik (E-Money) Pasal 45 dapat dilihat jenis-jenis uang 
elektronik yaitu sebagai berikut: 
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Uang Elektronik  
Terdaftar (Registered) dan Tidak Terdaftar (Unregistered) 
No Keterangan Terdaftar 
(Registered) 
Tidak terdaftar 
(Unregistered) 
1 Pencatatan 
identitas pemegang 
uang elektronik 
Data identitas 
pemegang kartu 
tercatat dan terdaftar 
pada penerbit 
Data identitas kartu 
tidak tercatat pada 
penerbit/tidak 
harus menjadi 
nasabah penerbit 
 
2 Batas nilai e-money 
yang tersimpan  
Batas nilai e-money 
yang tersimpan 
dalam media 
chip/server paling 
banyak sebesar Rp 
10.000.000  
Batas nilai e-money 
yang tersimpan 
dalam media 
chip/server paling 
banyak sebesar Rp 
2.000.000  
3 Batas nilai 
transaksi e-money 
dalam satu bulan 
Batas nilai transaksi 
e-money dalam satu 
bulan paling banyak 
sebesar Rp 
20.000.000  
Batas nilai 
transaksi e-money 
dalam satu bulan 
paling banyak 
sebesar Rp 
20.000.000  
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4 Jenis transaksi 
yang dapat 
digunakan  
Meliputi pembayaran 
tranaksi 
pembelanjaan,  
pembayaran tagihan, 
pengisian ulang, tarik 
tunai dan transfer 
dana dan fasilitas 
lainnya yang 
disediakan oleh 
Penerbit  
Meliputi pengisian 
ulang, pembayaran 
transaksi 
pembelanjaan, 
pembayaran 
tagihan, dan  
fasilitas lainnya 
yang disediakan 
oleh Penerbit  
 
e. Perbedaan antara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan 
Uang Elektronik (E-Money) 
Uang elektronik (e-money) disebut juga dengan stored value/prepaid 
cash  pada saat transaksi pembayaran, ketika dibedakan dengan alat 
pembayaran menggunakan kartu seperti kartu kredit, kartu debit, dan/atau 
kartu ATM. Pada kegiatan transaksi pembayaran uang elektronik 
merupakan kegiatan prabayar antara pemegang kartu dan penerbit, dimana 
pemegang kartu mendepositkan atau menyimpan terlebih dahulu sejumlah 
dana kepada server penerbit baik Bank maupun Lembaga Selain Bank 
sebelum menggunakan kartu e-money tersebut. Perbedaan diantara kedua 
kartu tersebut, maka pengaturannya pun dipisahkan sehingga memperjelas 
status hukum sebagai alat pembayaran menggunakan kartu atau uang 
elektronik. 
Perbedaan antara uang elektronik (E-Money) dan Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK) antara lain dari segi keamanan. Dalam 
proses transaksi pembayaran tidak terdapat otorisasi untuk meningkatkan 
risiko keamanan yang ditanggung oleh pemegang kartu. Proses 
pembayaran dilakukan dengan menempelkan kartu e-money pada alat 
scan, tanpa melalui proses otorisasi baik berupa Personal Identification 
Number (PIN) ataupun tanda tangan. Apabila kartu e-money hilang maka 
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pemegang kartu akan kehilangan nilai uang yang terdapat di dalam chip 
tersebut dan kartu e-money dapat digunakan oleh pihak lain. Dikutip dari 
Penjelasan Diskusi “Sinergi Perbankan & Operator dalam Mendorong 
Cash Less Society” di Jakarta pada 23 Juni 2011 dalam Jurnal Wawasan 
Hukum Vol. 29 No. 02 September 2013 disebutkan bahwa apabila Bank 
penerbit mengalami kepailitan maka LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) 
tidak akan mengganti uang tersebut karena nilai uang dalam e-money 
bukan merupakan simpanan. Pemegang kartu tidak dapat memblokir atas 
kartu tersebut (Arsita Ika Adiyanti, 2015: 6). Berbeda dengan APMK 
lainnya dimana proses transaksi dengan uang elektronik dilakukan dengan 
otorisasi berupa Personal Identification Number (PIN) sebagai sarana 
autentikasi pengganti tanda tangan Pemegang Kartu. Hal ini sesuai dengan 
Romawi I B.1-2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP/2011 
Tentang Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal 
Identification Number (PIN) pada kartu ATM dan/atau kartu Debit yang 
diterbitkan di Indonesia. 
Penyalahgunana penggunaan e-money sangat mudah terjadi, karena 
sistem keamanan yang belum bisa melindungi pemegang kartu dimana 
apabila kartu e-money dicuri atau hilang dapat digunakan oleh orang lain 
dengan mudah, karena dalam otorisasi transaksi tidak membutuhkan 
Personal Identification Number (PIN) dan/atau tanda tangan  yang 
bertujuan untuk menyetujui transaksi yang terjadi. Penerbit tidak dapat 
memblokir kartu yang hilang dan penerbit tidak akan mengganti saldo 
yang hilang tersebut, karena nilai uang yang tersimpan dalam kartu bukan 
simpanan pada bank penerbit. Artinya bahwa kerugian/risiko 
penyalahgunaan kartu e-money ditanggung sepenuhnya oleh pemegang 
kartu.  
Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012 tentang 
Perubahan atas SE BI No. 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan 
Kegiatan APMK pada Romawi VII.A memberikan penjelasan terkait 
prinsip perlindungan nasabah dengan bunyi sebagai berikut: “Prinsip 
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perlindungan nasabah, penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan 
nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara lain 
dilakukan dengan : (a) menyampaikan informasi tertulis kepada calon 
Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. 
Informasi terkait wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan 
mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh 
calon pemegang kartu dan pemegang kartu; dan (b) menyediakan sarana 
dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau 
dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam 
rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan 
dan/atau informasi yang disampaikan oleh Penerbit”. Berdasarkan hal 
tersebut diatas apabila terjadi penyalahgunaan terhadap pengguna APMK 
hak-haknya sebagai konsumen dapat dilindungi sehingga risiko kerugian 
yang dialaminya tidak ditanggung seluruhnya, tetapi dibantu oleh Bank 
Penerbit. 
Penerbit uang elektronik haruslah berupa bank atau lembaga selain 
bank yang berbentuk perseroan terbatas sesuai Pasal 6 PBI No. 
20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik (E-money). Hal ini sama seperti 
penerbit dalam Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dimana 
dikatakan dalam Pasal 5 ayat (1) PBI No.11/11/PBI/2009 tentang 
penyelenggaraan APMK berbunyi “Kegiatan sebagai penerbit dapat 
dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank”. Meskipun kedua jenis 
kartu tersebut dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank, namun 
terdapat perbedaan yaitu dalam proses penerbitan pemegang kartu e-money 
tidak perlu menjadi nasabah bank penerbit dan dapat pula dilakukan isi 
ulang (top up), berbeda dengan proses penerbitan APMK dimana nasabah 
haruslah menjadi nasabah bank penerbit. 
Pencatatan identitas pemegang kartu e-money sesuai Pasal 3 ayat (2) 
PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dibagi menjadi dua yaitu 
unregistered dan registered. Pemegang kartu jenis unregistered yaitu 
pemegang uang elektronik dimana data identitas penguna tidak terdaftar.
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dan tidak tercatat pada bank penerbit. Sedangkan jenis e-money registered 
merupakan pemegang uang elektronik dimana data identitas pengguna 
terdaftar dan tercatat pada bank penerbit. Semua data terkait identitas 
pemegang APMK tercatat pada bank penerbit selaku pihak yang 
menerbitkan APMK. Hal ini terjadi karena dalam proses otorisasi transaksi 
menggunakan APMK akan berkaitan dengan rekening nasabah di bank 
penerbit. 
Uang elektronik merupakan bentuk stored value dimana nilai uang 
tersimpan dalam sebuah chip atau server sehingga dalam melakukan 
transaksi tidak membutuhkan proses otorisasi baik dengan tandatangan 
maupun dengan PIN. Hal ini karena proses otorisasi tidak terkait secara 
langsung dengan rekening nasabah di bank penerbit. Berbeda dengan 
otorisasi transaksi pada penggunaan APMK dimana semua jenis transaksi 
pembayaran terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank 
penerbit sehingga pada saat otorisasi transaksi diperlukan Personal 
Identification Number (PIN) dan/atau tanda tangan nasabah. 
Tipe transaksi dari uang elektronik (e-money) adalah prabayar 
dimana pada saat transaksi perpidahan dana dalam bentuk elektronik value 
dari kartu e-money milik konsumen kepada terminal merchant dapat 
dilakukan secara offline, dalam hal verifikasi dilakukan pada level 
merchant (point of sale) tanpa harus terhubung ke computer issuer. Tipe 
transaksi APMK secara akses yaitu pada saat transaksi, instrument kartu 
digunakan untuk melakukan akses secara online ke computer issuer untuk 
mendapat otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, 
baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman 
(Kartu kredit). Setelah diotorisasi oleh issuer, rekening nasabah akan 
dikurangi sesuai dengan jumlah nominal transaksi. 
Nilai uang yang tercatat dalam instrumen e-money disebut dengan 
stored value, sehingga dana yang tercatat sepenuhnya berada dalam 
penguasaan pemegang kartu atau konsumen, sedangkan pada instrument 
APMK dimana tidak ada dana yang tersimpan dalam kartu, hal ini 
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mengakibatkan dana sepenuhnya berada pada pengelolaan bank penerbit 
sehingga sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah, nilai uang akan tetap 
berada pada pengelolaan bank penerbit dan tidak bisa digunakan untuk 
melakukan pembayaran transaksi. 
Nilai uang dalam instrument e-money berada sepenuhnya dalam 
pengelolaan dan pengawasan pemegang kartu, dan dana dalam uang 
elektronik tersimpan dalam instrument e-money, sehingga ketika terjadi 
transaksi tidak membutuhkan otorisasi berupa PIN dan/atau tanda tangan 
untuk menyetujui transaksi yang akan dilakukan. Transaksi menggunakan 
APMK tidak bisa secara langsung, melainkan membutuhkan otorisasi 
berupa PIN dan/atau tanda tangan untuk menyetujui transaksi. Hal ini 
disebabkan karena dana tidak tersimpan dalam instrument kartu tetapi 
tersimpan dalam rekening nasabah, sebelum adanya otorisasi dari nasabah 
dalam melakukan pembayaran, pengelolaan dan pengawasan sepenuhnya 
berada pada bank penerbit. 
Berdasarkan analisis penulis, penulis dapat menjelaskan persamaan 
dan perbedaan antara Uang Elektronik dan Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK) dalam Tabel II. 2 sebagai berikut: 
Tabel II.2 Persamaan dan Perbedaan Uang Elektronik  (E-Money) 
dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) 
No. Keterangan Uang Elektronik 
(E-Money) 
APMK 
1 Keamanan Tidak menggunakan 
Personal 
Identification Number 
(PIN) 
Menggunakan 
Personal 
Identification Number 
(PIN) 
2 Risiko 
penyalahgunaan 
Pemegang kartu e-
money bertanggung 
jawab penuh atas 
semua risiko 
Untuk sebagian 
penyalahgunaan Bank 
bisa bertanggung 
jawab 
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3 Penerbit Diterbitkan oleh Bank 
atau Lembaga selain 
Bank 
Diterbitkan oleh Bank 
atau Lembaga selain 
Bank 
4 Informasi 
pemegang kartu 
Ada dan tidak ada 
informasi tentang 
identitas pemegang 
kartu 
Ada informasi tentang 
identitas pemegang 
kartu 
5 Otorisasi 
transaksi 
Pada saat transaksi 
tidak menggunakan 
PIN atau tandatangan 
pemegang kartu 
Pada saat transaksi 
menggunakan PIN 
atau tandatangan 
pemegang kartu 
6 Tipe transaksi Prabayar (Pada saat 
transaksi bisa secara 
online maupun offline) 
Akses (Pada saat 
transaksi harus secara 
online) 
7 Letak dana Tersimpan dalam 
media penyimpanan 
dana (Stored Value) 
Tersimpan dalam 
rekening Bank 
penerbit 
8 Proses transaksi Langsung, tanpa harus 
ada persetujuan 
Harus mendapat 
persetujuan dari 
rekening nasabah 
 
f. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (E-Money) 
Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum melalui 
pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan perlindungan 
hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan 
(Philipus M. Hadjon, 2007: 2). 
Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan pengaturan 
ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang 
merinci mengenai hakikat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang 
dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-
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undangan yang lain melalui pengaturan klausula-klausula didalam 
perjanjian baku syarat dan ketentuan pemegang kartu. Bentuk 
perlindungan hukum represif dilakukan oleh para pihak, baik penerbit 
maupun pemegang kartu uang elektronik melalui pola penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan (upaya litigasi) dan melalui alternatif 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terdiri dari konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. 
Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan 
bahwa konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan di lingkungan peradilan 
umum, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu dan menjamin 
agar tidak terulang kembali. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang 
bersifat personal antara klien dengan konsultan yang memberikan 
pendapat kepada klien terkait keperluan klien tersebut. Negosiasi 
merupakan komunikasi untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah 
pihak mempunyai kepentingan yang sama ataupun berbeda. Mediasi 
melalui mediator dimana hal ini merupakan terobosan atas cara 
penyelesaian sengketa melalui litigasi (berperkara di pengadilan). 
Konsiliasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan 
sengketa secara damai. Konsiliasi hampir sama dengan mediasi, 
perbedaannya konsiliasi dilakukan oleh suatu badan yang disebut badan 
atau komisi konsiliasi. Sedangkan penilaian ahli adalah pendapat ahli 
untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya 
(Haikal Ramadhan, dkk , 2016: 12). 
Perlindungan hukum yang diberikan Bank Indonesia dalam 
mengatur dan mengawasi perkembangan alat pembayaran menggunakan 
uang elektronik (e-money) yang dikeluarkan oleh bank penerbit atau 
lembaga selain bank yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bank 
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Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (e-money). 
Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang sanksi yang diberikan 
kepada penyelenggara kegiatan uang elektronik yaitu pada Pasal  74 PBI 
No. 20/6/PBI/2018 yaitu berupa sanksi administratif berupa teguran, 
denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan e-money 
dan/atau jasa sistem pembayaran lainnya serta pencabutan izin sebagai 
Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya. 
Perlindungan yang diberikan kepada pemegang kartu e-money selain 
melalui Peraturan Bank Indonesia, juga diberikan oleh penerbit dengan 
menetapkan perjanjian baku berupa syarat dan ketentuan bagi pemegang 
kartu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman karakteristik uang 
elektronik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kartu e-money 
sehingga kerugian atas penggunaan kartu dapat dihindari. Penerbit 
memberlakukan prinsip perlindungan nasabah dalam kegiatan transaksi 
elektronik. Selain itu konsumen memiliki hak yang harus dilindungi oleh 
pelaku usaha yang mana hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu meliputi (Ahmadi 
Miru dan Sutarman Yodo, 2011: 41): 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan; 
2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
3) Hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen;   
6) Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
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8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
Selain itu konsumen dibebani kewajiban atau tanggung jawab 
terhadap pelaku usaha, kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi: 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan 
keselamatan; 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa; 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
Bagan II.1 Alur Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan II.1 Alur Kerangka Pemikiran
PBI 11/11/PBI/2009 jo. PBI 14/2/PBI/2012  
tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 
Kartu ATM Kartu Debit Kartu Kredit 
1. Penerbit merupakan Bank atau Lembaga Selain Bank 
(Perusahaan telekomunikasi) berbentuk Perseroan 
Terbatas 
2. Bentuk yang tidak selalu sama yaitu kartu 
3. Perlunya penguatan aspek kelembagaan, kelayakan 
dan manajemen risiko 
4. Tendensi vertikal dan horizontal 
PBI 20/6/PBI/2018  
tentang Uang Elektronik 
Uang Elektronik Kartu Kredit 
1. Alasan dikeluarkannya PBI No. 20/6/PBI/2018 
tentang Uang Elektronik 
2. Eksistensi kartu kredit dengan adanya uang 
elektronik 
Kartu Prabayar 
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Keterangan : 
Kerangka pemiikiran diatas menjelaskan alur penulis dalam 
menganalisis, menjabarkan, serta meneliti terhadap permasalahan yang 
dikaji dalam penulisan hukum ini. PBI No. 11/11/PBI/2009 jo. PBI No. 
14/2/PBI/2012 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 
mengelompokkan kartu ATM, kartu Debit, Kartu Kredit dan Kartu 
Prabayar menjadi satu golongan. Berdasarkan Frequently Asked Questions 
PBI No. 11/11/PBI/2009 disebutkan bahwa adanya alasan perubahan 
penggolongan kartu prabayar sebagai kartu elektronik antara lain karena 
(1) Penerbit uang elektronik tidak selalu bank atau lembaga selain bank, 
tetapi juga oleh perusahaan telekomunikasi yang berbentuk perseroan 
terbatas; (2) Bentuk uang elektronik yang tidak selalu berupa kartu; (3) 
Perlunya penguatan aspek kelembagaan, kelayakan dan manajemen risiko; 
(4) Adanya tendensi vertikal dan tendensi horizontal. Hal ini menyebabkan 
adanya perubahan penggolongan kartu prabayar sebagai uang elektronik 
yang diatur dalam PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. PBI 
No. 14/2/PBI/2012 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 
mengatur tentang kartu debit, kartu kredit dan kartu ATM eksistensinya 
mulai tergantikan oleh adanya uang elektronik sehingga penulis 
melakukan analisis alasan dikeluarkannya PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang 
uang elektronik dan eksistensi kartu kredit setelah dikeluarkannya PBI No. 
20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Latar Belakang Urgensi Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 
tentang Uang Elektronik (E-Money) 
Kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah untuk membangun 
perkembangan perekonomian yang sekaligus akan berdampak pada pembangunan 
nasional. Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang cukup pesat dan tinggi, perkembangan perekonomian Indonesia 
tidak lepas dari keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional dibidang 
perekonomian dimana hal ini mengharuskan Indonesia bersaing dengan negara 
berkembang dan negara maju lainnya. Pesatnya petumbuhan perekonomian 
Indonesia mendorong terciptanya iklim investasi yang semain baik dimana hal ini 
akan berdampak pada pembangunan nasional. 
Keterlibatan Indonesia dengan forum-forum ekonomi internasional secara 
perlahan mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah 
kebijakan mengenai sistem pembayaran. Secara umum sistem pembayaran di 
Indonesia masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah 
padahal dengan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat 
memicu meningkatnya inflasi. Berbeda dengan negara lain seperti Jepang, 
Singapura, Inggris dan Amerika Serikat yang sudah terlebih dahulu menerapkan 
sistem pembayaran degan menggunakan alat yang disebut e-money. Regulasi 
sistem pembayaran bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 
masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli agar tidak ada pihak yang merasa 
dirugikan (Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013). Aturan mengenai sistem 
pembayaran ditetapkan Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Tujuan 
pemberlakuan sistem pembayaran non tunai khususnya e-money adalah 
mengoptimalkan daya beli dan meningkatkan angka konsumsi masyarakat. 
Tingginya transaksi pembayaran dalam masyarakat membuat Bank Indonesia 
melihat hal ini sebagai peluang perkembangan inovasi sistem ekonomi di 
Indonesia (Arsita Ika Adiyanti, 2015).
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Pada awalnya Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia 
menggolongkan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan kartu prabayar (uang 
elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu 
(APMK). Namun, sejak pemberlakuan PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang 
APMK dan PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang kemudian 
dicabut dan diganti dengan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik 
(E-Money), terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu debit, kartu kredit 
digolongkan sebagai APMK dan kartu prabayar digolongkan sebagai uang 
elektronik (R. Serfianto, 2012: 63). 
Perubahan penggolongan tersebut dilatarbelakangi oleh ketentuan bahwa 
uang elektronik (e-money) tidak hanya diterbitkan oleh bank tetapi juga 
diterbitkan oleh lembaga selain bank (perusahaan telekomunikasi). Selain itu pula 
dikutip dari Frequently Asked Questions PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang 
Elektronik (Electronic Money), uang elektronik sebagai alat pembayaran secara 
prabayar dari pemegang kepada penerbit e-money, sebelum pemegang 
menggunakannya untuk kepentingan transaksi pembayaran. Uang dari pemegang 
disimpan secara elektronik dalam bentuk suatu chip atau dalam suatu media server 
yang dikelola penerbit. Dengan media penyimpanan chip maka bentuk uang 
elektronik tidak selalu berupa kartu, sehingga kurang tepat jika uang elektronik 
digolongkan sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. 
Alat pembayaran menggunakan produk prabayar (uang elektronik) 
berkembang pesat sehingga diperlukan pengaturan khusus. Sehubungan hal 
tersebut, pengaturan produk prabayar perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tersendiri yang terpisah dari 
pengaturan APMK. Pertumbuhan transaksi uang elektronik yang sangat cepat 
dimana hal ini melampaui pertumbuhan transaksi kartu kredit, kartu ATM dan 
kartu debit. Kondisi tersebut mendorong Bank Indonesia menyempurnakan 
pengaturan uang elektronik guna mendukung penerbitan suatu kartu prabayar 
multiguna untuk beragam kebutuhan transaksi pembayaran. Selama ini msyarakat 
hanya menggunakan kartu prabayar untuk membayar satu macam transaksi yaitu 
membeli pulsa atau membayar ongkos jalan tol saja (R Serfiantoro, 2012: 103).
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Pemerintah melalui Bank Indonesia pada tanggal 4 Mei 2018 menerbitkan 
kembali Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai Uang 
Elektronik (UE) dan mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 
tentang Uang Elektronik beserta segala Peraturan Perubahannya. Bank Indonesia 
perlu menerbitkan kembali peraturan mengenai Uang Elektronik dengan alasan 
sebagai berikut, dimana hal ini termuat dalam Frequently Asked Questions (FAQ) 
PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. 
Pertama, inovasi teknologi yang semakin berkembang mendorong 
semakin banyaknya pula pelaku usaha yang masuk dalam industri Uang 
Elektronik sehingga diperlukan penguatan terhadap aspek kelembagaan untuk 
memilih penyelenggara Uang Elektronik yang kredibel, bermanfaat bagi 
perekonomian nasional, berkelanjutan (sustainable) dan memberikan 
perlindungan terhadap pengguna uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik pada Bab III mengatur tentang 
Perizinan dan Persetujuan Penyelenggaraan Uang Elektronik Pasal 4 ayat (1) dan 
(3) disebutkan bahwa setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara wajib 
mendapat izin terlebih dahulu oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan harus 
memenuhi persyaratan umum dan aspek kelayakan. Persyaratan umum yang harus 
dimiliki Penyelenggara Uang Elektronik yaitu Penyelenggara haruslah berupa 
Bank atau Lembaga Selain Bank yang berbentuk perseroan terbatas. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PBI 20/6/PBI/2018. Persyaratan aspek kelayakan 
terdapat pada Pasal 13 ayat (1) yaitu terdiri dari aspek kelembagaan dan hukum, 
kelayakan bisnis dan kesiapan operasional, dan tata kelola, risiko dan 
pengendalian. Penguatan aspek kelembagaan dan hukum dijelaskan pada Pasal 13 
ayat (2) yaitu berupa legalitas dan profil perusahaan serta kesiapan perangkat 
hukum untuk penyelenggaraan Uang Elektronik. 
Penjelasan atas PBI No. 20/6/PBI/2018 disebutkan bahwa penguatan 
terhadap aspek kelembagaan Penyelenggara melalui kewajiban modal minimum 
Penerbit dan rencana bisnis yang lebih komprehenif, dan kewajiban penyediaan 
infrastruktur yang saat ini masih terpusat di kota besar di Indonesia guna 
mendukung terciptanya  pemerataan infrastruktur untuk meningkatkan
61 
 
 
 
penggunaan Uang Elektronik. Adanya penguatan terhadap aspek kelembagaan 
dapat menseleksi penyelenggara yang kredibel sehingga industri uang elektronik 
akan semakin berkembang dengan baik dan kuat serta terciptanya persaingan 
usaha yang sehat. 
Kedua, semakin menguatnya tendensi integrasi bisnis dalam satu mata 
rantai yang sama (vertical integration) maupun tendensi tendensi konglomerasi 
bisnis (horizontal integration) secara domestik maupun global membutuhkan 
kebijakan untuk memastikan persaingan usaha yang sehat, mencegah fragmentasi 
dalam industri Uang Elektronik dan menjaga daya saing perekonomian nasional.  
Strategi pertumbuhan bisnis menurut Wheelen dan Hunger (2000) yang dikutip 
oleh Husein Umar (2001: 37) dibagi menjadi dua yaitu strategi integrasi vertikal 
dan strategi integrasi horizontal. Strategi integrasi vertikal dilakukan dengan cara 
mengambil alih fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemasok (distributor). 
Dapat diartikan pula terdapat satu atau lebih bisnis yang selama ini disediakan 
oleh perusahaan lain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan internal dan 
eksternal. Pendekatan internal dilakukan dengan cara mengembangkan anak 
perusahaan yang baru untuk memasok bahan baku dan bahan setengah jadi untuk 
kebutuhan produk maupun jasa. Pendekatan eksternal dilakukan dengan cara 
membeli perusahaan baru melalui merger, akuisisi, ataupun joint venture dengan 
tujuan memasok kebutuhan barang untuk bisnis pelanggan mereka. Sedangkan 
strategi integrasi horizontal dilakukan dengan memperluas segmen pasar untuk 
mengurangi potensi persaingan, sehingga skala ekonomi menjadi lebih besar. Dari 
sisi eksternal perusahaan dapat melakukan akuisisi atau joint venture dengan 
perusahaan lain pada industri yang sama. 
Strategi integrasi vertikal dan horizontal dimana keduanya merupakan 
strategi untuk mengembangkan usahanya dengan cara menguasai produksi 
sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi mulai dari hulu hingga 
hilir, baik secara merger, akuisisi atau perluasan segmen pasar tetap harus dijaga 
agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan mencegah fragmentasi, dimana 
fragmentasi diartikan sebagai kelompok-kelompok kecil dalam suatu industri 
sehingga tidak ada satu kelompok besar yang menguasai pasar. Persaingan yang 
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tidak sehat dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Berdasakan Pasal 14 yang mengatur mengenai integrasi vertikal dijelaskan bahwa 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 
bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam 
rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian 
produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu 
rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat ddan atau merugikan masyarakat”. 
Dijelaskan bahwa integrasi vertikal meskipun mampu menghasilkan barang dan 
jasa dengan harga murah tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak 
sehat sehingga merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. 
Ketiga, meningkatnya risiko seiring perkembangan bisnis Uang Elektronik 
perlu diantisipasi dengan peraturan mengenai penerapan manajemen risiko dan 
standar keamanan Uang Elektronik serta penguatan aspek pengawasan terhadap 
penyelenggaran Uang Elektronik. Risiko merupakan peluang terjadinya hasil yang 
tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan 
munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan 
terjadinya hasil negatif tersebut (Fachmi Basyaid, 2007: 1). Manajemen risiko 
merupakan proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan 
penghindaran, minimalisasi, atau penghapusan risiko yang tidak dapat diterima. 
Manajemen risiko biasanya dilakukan oleh investor atau fund manager saat 
melakukan analisis untuk mengukur potensi kerugian dalam investasi. Kemudian 
mereka mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan tujuan investasi dan 
toleransi risiko yang telah dianalisis. 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang 
Elektronik tidak menjelaskan secara rinci terkait manajemen risiko yang 
seharusnya dilakukan penyelenggara uang elektronik untuk menjaga stabilitas 
perekonomian nasional, sehingga diperlukan kebijakan baru yang secara rinci 
membahas mengenai penerapan manajemen risiko yang terdapat pada Pasal 35 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang 
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kemudian mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang 
Uang Elektronik. Penerapan manajemen risiko berdasarkan Pasal 35 PBI 
20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mencakup: 
a. Pengawasan aktif manajemen antara lain melalui penetapan akuntabilitas, 
kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin 
timbul dari penyelenggaraan Uang Elektronik; 
b. Kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi melalui 
tersedianya struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas atau 
kewenangan; 
c. Kecukupan fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia; 
d. Pengendalian intern melalui prosedur dan langkah pengamanan yang 
dilakukan dalam pelayanan pengguna, audit trail atas transaksi 
pembayaran yang diproses, dan prosedur memadai untuk menjamin 
integritas data dan informasi, serta langkah untuk melindungi kerahasiaan 
data dan informasi Pengguna. 
Penerapan manajemen risiko untuk risiko keuangan bagi Penerbit dilakukan 
dengan pembatasan nilai uang elektronik dan pengelolaan dana float.     
Penerapan standar keamanan sistem informasi uang elektronik diatu pada 
Pasal 36 PBI 20/6/PBI/2018 dimana berupa: 
a. Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem 
yang berlaku secara umum atau yang ditetapkan oleh BI atau 
otoritas/lembaga terkait dengan memenuhi prinisp kerahasiaan data, 
integritas sistam dan data, otentifikasi sistem dan data, pencegahan 
terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan dan ketersediaan 
sistem; 
b. Pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi dilakukan melalui 
peningkatan infrastruktur atau sistem teknologi yang digunakan dalam hal 
penurunan kualitas seperti sistem dan/atau teknologinya terbukti dapat 
ditembus oleh fraudster atau rentan atas serangan cyber; 
c. Self assessment atas sistem informasi yang digunakan minimal 1 (satu) 
tahun sekali; 
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d. Pelaksanaan audit sistem informasi oleh security auditor independen 
berupa security auditor internal atau unit/satuan kerja internal di 
Penyelenggara yang melakukan fungsi audit tersebut merupakan 
satuan/unit kerja yang terpisah dari anggota direksi atau satuan/unit kerja 
yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jasa sistem 
pembayaran maupun dengan security auditor eksternal yaitu pihak yang 
memiliki kompetensi sebagai auditor sistem informasi secara berkala 
paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang 
signifikan. 
Peningkatan standar keamanan transaksi uang elektronik dilakukan 
melalui penggunaan otentikasi paling sedikit dua faktor (two factor 
authentication) dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi pada uang elektronik 
dengan nilai uang diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan menerapkan 
penggunaan PIN (Personal Identification Number) dan mewajibkan penggunaan 
OTP (One Time Password) untuk transaksi pembayaran tertentu (Pasal 37 PBI 
20/6/PBI/2018). 
B. Perkembangan Kartu Kredit Setelah Dikeluarkannya Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (E-Money) 
Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai yang Sah 
Bank Indonesia pada 4 Mei 2018 menyesuaikan peraturan tentang Uang 
Elektronik melalui PBI No. 20/6/PBI/2018 disebutkan  bahwa terbitnya peraturan 
tentang Uang Elektronik terbaru dilatarbelakangi oleh model bisnis uang 
elektronik yang bervariasi, penyelenggaraan uang elektronik yang didasarkan 
pada kondisi keuangan yang baik, keterkaitan penyelenggaraan uang elektronik 
dan kegiatan bisnis lain yang semakin erat dan kompleks. Selain itu pula adanya 
disparitas kinerja penyelenggara berizin dan makin beragamnya pihak yang 
mengajukan sebagai penyelenggara uang elektronik. 
Terdapat 15 (lima belas) poin penyesuaian Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yaitu: 
1. Prinsip penyelenggaraan uang elektronik yang tidak menimbulkan risiko 
sistemik, operasional dengan kondisi keuangan yang sehat, penguatan
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perlindungan konsumen, dan usaha yang bermanfaat bagi perekonomian 
Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan uang elektronik juga didasarkan 
pada prinsip pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Pasal 
2). 
2. Ruang lingkup pengaturan uang elektronik mencakup uang elektronik 
open loop yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen 
pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan 
penerbit uang elektronik, dan uang elektronik closed loop yaitu uang 
elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran 
kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan penerbit uang 
elektronik tersebut (Pasal 3 ayat (1). Dalam pengaturan ini, setiap pihak 
yang bertindak sebagai penyelenggara uang elektronik wajib memperoleh 
izin dari Bank Indonesia, kecuali penerbit uang elektronik closed loop 
dengan dana float kurang dari Rp 1.000.000.000 (Pasal 4 ayat (2). 
3. Setiap penerbit uang elektronik hanya dapat memperoleh izin satu jenis 
kelompok saja, yaitu kelompok penyelenggara front end yaitu 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menyediakan jasa sistem 
pembayaran kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa 
(Costumer facing) yang terdiri dari penerbit, acquirer, penyelenggara 
payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara 
transfer dana) sedangkan kelompok penyelenggara back end yaitu 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menyediakan infrastruktur 
pemrosesan transaksi pembayaran kepada Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran lainnya (Non-costumer facing) yang terdiri dari prinsipal, 
penyelenggara switching, penyelenggara penyelesaian akhir, 
penyelenggara kliring (Pasal 5 ayat (2). 
4. Pihak yang melakukan izin sebagai penyelenggara harus berupa Bank atau 
Lembaga Selain Bank dengan bentuk perseroan terbatas (Pasal 6 ayat (1) 
dan (2). Setiap penyelenggara juga wajib memenuhi persyaratan aspek 
kelayakan yang meliputi aspek kelembagaan dan hukum, kelayakan bisnis
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dan operasional, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengelolaan (Pasal 13 
ayat (1). 
5. Untuk penerbit Lembaga Selain Bank wajib memiliki minimum modal 
disetor sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan wajib untuk 
meningkatkan minimum modal disetor seiring dengan peningkatan jumlah 
rata-rata dana float (Pasal 9 ayat (1) dan (2). 
6. Komposisi kepemilikan saham bagi penerbit Lembaga Selain Bank adalah 
51% dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum 
Indonesia dan 49% dimiliki oleh asing yang meliputi kepemilikan secara 
langsung maupun tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia 
(Pasal 9 ayat (1) dan (2). 
7. Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin 
sebagai penyelenggara wajib menyampaikan pernyataan dan jaminan 
(representation and warranties) secara tertulis kepada Bank Indonesia 
(Pasal 14 ayat (1) disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang 
independen dan professional berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum 
(legal due diligence) (Pasal 14 ayat (3). 
8. Bank Indonesia dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit 
and proper test) terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, 
dan anggota dewan komisaris dari Lembaga Selain Bank yang mengajukan 
izin menjadi penyelenggara uang elektronik (Pasal 27 ayat (1). 
9. Setiap pihak dilarang untuk menjadi pemegang saham pengendali (PSP) 
pada lebih dari satu Penyelenggara LSB yang masing-masing memiliki 
izin Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang sama; dan/atau setiap pihak 
dilarang untuk menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada lebih dari 
satu penyelenggara LSB dalam kelompok PJSP yang berbeda. Pemegang 
Saham Pengendali yang dimaksud adalah berupa perseorangan dan badan 
hukum bukan Bank (Pasal 31 ayat (1) dan (2). 
10. Penyelenggara Lembaga Selain Bank dilarang melakukan aksi korporasi 
yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali 
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penyelenggara selama lima tahun sejak izin pertama diberikan, kecuali jika 
memperoleh izin dari Bank Indonesia karena kondisi tertentu (Pasal 60). 
11. Pembagian penempatan dana float penyelenggara uang elektronik, 
minimal sebesar 30% disimpan di kas penerbit yang merupakan Bank 
yang termasuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha 
(BUKU) 4 dan giro di Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 
4 atau giro bank Buku 4 bagi bank selain buku 4 dan maksimal 70% 
ditempatkan pada surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan 
oleh Pemerintah atau Bank Indonesia atau rekening di Bank Indonesia 
(Pasal 48 ayat (1) dan (2). Sementara untuk penerbit uang elektronik 
berupa bank umum syariah, unit usaha syariah, atau lembaga selain bank 
yang menyelenggarakan kegiatan secara syariah wajib menempatkan dana 
float pada bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 atau bank 
umum syariah yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank umum 
yang termasuk dalam kategori BUKU 4 (Pasal 77 ayat (2). 
12. Uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Indonesia 
dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang 
pembayaran nasional (GPN) (Pasal 39 ayat (1). Penyelenggara uang 
elektronik asing tersebut juga wajib melakukan kerjasama dengan 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank BUKU 4 dan 
terhubung dengan gerbang pembayaran nasional (Pasal 39 ayat (2). 
13. Untuk uang elektronik registered (tercatat), limit dananya maksimal Rp 
10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) (Pasal 45 ayat (1) huruf b). 
14. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Uang 
Elektronik, yang meliputi Pengawasan tidak langsung dan Pengawasan 
langsung (on-site visit) (Pasal 67 ayat (1). Bank Indonesia dapat 
melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap: penyelenggara dan 
perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan 
penyelenggara, dan/atau pihak terafiliasi lain terutama yang melakukan 
kegiatan terkait dengan bidang sistem pembayaran (Pasal 68 ayat (1). 
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Pengawasan terintegrasi dilakukan terhadap eksposur risiko dan 
pemenuhan aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, serta 
aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian (Pasal 68 ayat (2). 
15. Penyelenggaraan Uang Elektronik baik yang berbentuk Bank atau 
Lembaga Selain Bank harus menyesuaikan dengan seluruh persyaratan 
perizinan dalam PBI No. 20/6/PBI/2018 antara lain diatur pada Bab IX 
Ketentuan Peralihan: 
a. Penerbit yang belum berizin wajib mengajukan izin kepada Bank 
Indonesia paling lambat 6 bulan sejak PBI ini berlaku (Pasal 85) 
b. Penyelenggara berizin wajib menyampaikan surat pernyataan dan 
jaminan (representations and warranties) paling lambat 6 bulan sejak 
PBI berlaku (Pasal 86) 
c. Penerbit berizin berupa Lembaga Selain Bank wajib memenuhi 
ketentuan modal disetor yaitu Rp 3.000.000 paling lambat 6 bulan 
sejak PBI berlaku (Pasal 88) 
d. Penyelenggara yang telah memiliki lebih dari 1 izin pada kelompok 
PJSP yang berbeda harus melakukan penyesuaian apabila pihak 
tersebut mengajukan permohonan izin baru sebagai Penyelenggara 
kepada BI (Pasal 83). 
e. Penerbit berizin berupa Lembaga Selain Bank wajib memenuhi 
komposisi kepemilikan saham apabila setelah berlakunya PBI ini 
penerbit melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan 
terjadinya perubahan kepemilikan asing (Pasal 89). 
f. Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada:  
1) Penyelenggara berizin  
2) Pihak dalam proses perizinan (pipeline)  
wajib memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan tunggal apabila setelah 
berlakunya PBI ini, akan melakukan perubahan kepemilikan saham 
penyelenggara (Pasal 90). 
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Kartu kredit diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu yang 
dibuat oleh pihak penerbit dan pemegang kartu. Berdasarkan perjanjian tersebut 
bank/perusahaan menerbitkan dan menyerahkan kartu berukuran kecil yang 
disebut dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk pembayaran berbagai 
transaksi. Kartu kredit memiliki prinsip hutang yaitu “beli sekarang bayar 
kemudian” yaitu kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu 
oleh bank penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan 
pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus 
(charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. 
Hingga tahun 2018 terdapat 28 penerbit uang elektronik yang dicatat oleh 
Bank Indonesia, antara lain 9 Bank Umum, 2 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 
dan 16 Lembaga Selain Bank (LSB). Berikut tabel III.1 Daftar Penerbit dan 
Produk Uang Elektronik : 
Tabel III. 1 Daftar Penerbit dan Produk Uang Elektronik 
No. Nama Penerbit Produk Uang Elektronik 
1 BPD DKI Jakarta Jakcard 
2 BPD Sumsel Babel BSB Cash 
3 Bank Central Asia Tbk. Flazz, Sakuku, Flazz 
Danamon 
4 Bank CIMB Niaga Rekening Ponsel 
5 Bank Mandiri (Persero) Tbk. E-Money, E-Cash, Blink 
(BTN), E-toll card (Jasa 
Marga), Indomaret Card, 
GazCard (Pertamina)  
6 Bank Mega Tbk. Megacash 
7 Bank Nationalnobu Nobu E-Money 
8 Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk. 
Tapcash, UnikQu 
9 Bank Permata BBM Money 
10 Bank QNB Indonesia Tbk. DooEt 
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11 Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk. 
Brizzi 
12 PT. Artajasa Pembayaran Elektronis Mynt 
13 PT. Dompet Anak Bangsa  
(d/h PT MV Commerce Indonesia) 
PonselPay (Diakuisisi Gojek) 
14 PT. Espay Debit Indonesia Koe uNIK 
15 PT. Finnet Indonesia Mobile Cash 
16 PT. Indosat Tbk. PayPro  
17 PT. Nusa Satu Inti Artha  Doku 
18 PT. Skye Sab Indonesia Skyedoit 
19 PT. Smartfren Telecom Tbk. Uangku 
20 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. T-Money 
21 PT. Telekomunikasi Selular TCash 
22 PT. Witami Tunai Mandiri Truemoney 
23 PT. XL Axiata Tbk. XL Tunai 
24 PT. Buana Media Teknologi GVE Money 
25 PT. Bimasakti Multi Sinergi SpeedCash 
26 PT. Visionet Internasional  OVO 
27 PT. Inti Dunia Sukses  iSaku 
28 PT Espay Debit Indonesia Koe Espay 
Sumber: Bank Indonesia, 2018 
Perkembangan kartu kredit di Indonesia mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jenis kartu kredit yang 
diterbitkan, meningkatnya jumlah nasabah, dan melonjaknya jumlah kartu kredit. 
Menurut laporan Publikasi Statistik Bank Indonesia, nominal transaksi kartu 
kredit pada tahun 2011 telah mencapai Rp 182,6 Triliun, pada tahun 2012 
mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 201,8 Triliun, dan terus meningkat 
setiap tahunnya, meskipun peningkatan yang terjadi tidak signifikan. Pada tahun 
2015 nominal transaksi kartu kredit sebesar Rp 280,5 Triliun, di tahun 2016 
nominal transaksi hanya sebesar Rp 281,02 Triliun. Nominal transaksi kartu kredit 
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terjadi penurunan pada tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 202,6 Triliun. 
Penurunan yang cukup signifikan sebesar 72% yaitu Rp 78,42 Triliun. Hingga 
bulan April 2018 jumlah nominal kartu kredit adalah sebesar Rp 99,05 Triliun. 
Transaksi nominal uang elektronik pada tahun 2011 sebesar Rp 0,98 Triliun, pada 
tahun 2012 meningkat hingga dua kali lipat sebesar Rp 1,97 Triliun dan terus 
meningkat hingga menyentuh angka Rp 13,66 Triliun pada akhir April 2018. 
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Gambar III.1 
Nominal Transaksi Kartu Kredit dan 
Uang Elektronik Tahun 2011 - April 2018
Kartu Kredit Uang Elektronik
 Sumber : Bank Indonesia, 2018 
Berdasarkan Gambar III.1 diatas dapat dilihat bahwa nominal transaksi 
uang elektronik cenderung meningkat meskipun tidak sebesar nominal transaksi 
pada kartu kredit.  Hal ini disebabkan karena pembayaran transaksi menggunakan 
kartu kredit lebih cenderung bernilai nominal yang besar, karena transaksi yang 
terjadi menggunakan uang bank penerbit dapat disebut juga nasabah diberikan 
pinjaman uang oleh bank penerbit dengan sistem pembayaran cicilan sehingga 
terkadang menjadikan masyarkat hidup konsumtif bahkan dimungkinkan terjerat 
hutang. Sedangkan pada transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik, 
nilai uang yang tersimpan dalam chip merupakan uang pribadi milik pemegang 
uang elektronik tanpa melibatkan pinjaman dari bank penerbit, adanya batasan 
nilai uang yang tersimpan didalam uang elektronik yang terdaftar (registered) 
sebesar Rp 5.000.000 dan diakibatkan oleh terbatasnya transaksi per bulan yang 
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boleh dilakukan oleh pengguna uang elektronik adalah sebesar Rp 20.000.000 
menjadikan nominal transaksi menggunakan uang elektronik cenderung kecil 
dibandingkan dengan menggunakan kartu kredit. 
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Gambar III. 2 
Volume Transaksi Kartu Kredit dan Uang Elektronik 
Tahun 2011-April 2018
Kartu Kredit Uang elektronik
 Sumber: Bank Indonesia, 2018 
Dari gambar III.2 diatas dapat dilihat bahwa volume transaksi dengan 
menggunakan kartu kredit cenderung turun sejak tahun 2016 hingga bulan April 
2018, semula volume transaksi kartu kredit pada tahun 2016 sebesar 305.052.297 
satuan dan kemudian turun menjadi 220.043.918 satuan pada tahun 2017 hingga 
menyentuh angka 110.402.893 satuan hingga bulan April 2018 ini. Sedangkan 
perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan volume transaksi menggunakan 
uang elektronik dimana volume transaksi meningkat dari tahun ke tahun. Pada 
tahun 2014 hanya 203.369.990 satuan dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 
535.579.528 satuan dengan kenaikan sebesar 163%. Dikutip dari website 
kontan.co.id Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Bank 
Indonesia, Punky Purnomo Wibowo menyatakan bahwa kenaikan transaksi uang 
elektronik didorong oleh elektronifikasi jalan tol dan bantuan sosial. 
Elektronifikasi jalan tol pada akhir Oktober 2017 diprediksi akan meningkatkan 
transaksi uang elektronik (https://www.idnfinancials.com/id/n/13186/Transaksi-
jalan-tol-mendorong-kenaikan-uang-elektronik diakses pada tanggal 28 Mei 2018 
pukul 09.52 WIB). Bank Indonesia melalui Direktur Eksekutif Departemen 
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Komunikasi Bank Indonesia, Agusman pada tanggal 7 November 2017 
menyatakan bahwa penetrasi uang elektronik di jalan tol hingga 3 November 2017 
mencapai 98% (http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/penetrasi-uang-
elektronik-mencapai-98/167581 diakses pada 27 Mei 2018 Pukul 22.36 WIB). 
Menurut data Bank Indonesia uang elektronik menjadi salah satu alat 
pembayaran non tunai yang sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian 
Indonesia. Sadar potensi yang dimiliki oleh uang elektronik mendorong Bank 
Indonesia untuk mencanangkan sebuah Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) 
untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik. Gubernur Bank Indonesia, 
Agus D.W. Martowardjojo pada tanggal 14 Agustus 2014 di Jakarta secara resmi 
mencanangkan “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)” yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga 
pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan 
transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien untuk menciptkana 
suatu komunitas atau masyarakat yang menggunakan instrument non tunai (Less 
Cash Society/LCS) (Bank Indonesia, 2014).  
Selain adanya dukungan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Bank 
Indonesia, peningkatan volume transaksi menggunakan uang elektronik dipicu 
oleh banyaknya keuntungan yang diberikan baik kepada masyarakat, industri, 
maupun bagi Bank Indonesia. Beberapa keuntungan antara lain pertama, bagi 
masyarakat luas memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran secara 
cepat dan mudah dengan hanya menempelkan kartu pada mesin Electronic Data 
Capture (EDC) untuk bertransaksi ritel dengan nilai kecil, serta aman karena tidak 
perlu membawa uang tunai. Kedua, bagi penyedia layanan tidak lagi harus 
memberikan uang kecil untuk kembalian dan proses transaksinya pun  dilakukan 
dengan cepat. Ketiga, meningkatkan efisiensi percetakan uang dan penggandaan 
uang bagi Bank Indonesia (Komang Aditya Satya D, 2017: 3).
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Kazuo Watabe, Kunihiko Iwasaki dan Eiichi Umehara dalam International 
Journal of Japan Association for Management Consumer Use of Electronic 
Money (2014) menjelaskan keuntungan dari penggunaan uang elektronik antara 
lain yaitu: 
1. Konsumen dapat menggunakan alat transportasi umum tanpa harus 
membeli tiket. Tiket secara otomatis dibayarkan pada gerbang tiket. 
Bahkan saat berbelanja konsumen mendapatkan keuntungan poin atas 
transaksi yang dilakukan; 
2. Manfaat bagi perusahaan transportasi umum karena dapat memangkas 1/3 
biaya pemeliharaan gerbang tiket magnetic apabila menggunakan gerbang 
tiket elektronik; 
3. Pedagang dapat mengurangi jumlah antrian pembeli dan waktu tunggu 
pada kasir pembayaran sehingga dimungkinkan adanya peningkatan 
pembeli, serta mengurangi risiko adanya pencurian uang tunai. 
Keuntungan penggunaan uang elektronik juga dijelaskan oleh N Ramya, 
Sivasakthi dan M Nandhini dalam International Journal of Applied Research 
(2017: 124) antara lain yaitu kemudahan yang ditawarkan oleh uang elektronik 
dalam dunia digital mendorong masyarakat banyak menggunakannya daripada 
membawa uang dalam bentuk tunai dan mengantri untuk mengambil uang di 
mesin ATM, pembayaran menggunakan uang elektronik mencegah terjadinya 
uang pengembalian yang kurang oleh pedagang karena jumlah uang yang 
dibayarkan kepada pedagang berasal dari uang elektronik yang digunakan dan 
pengeluaran menggunakan uang elektronik cenderung lebih terkontrol karena 
menggunakan uang pribadi pemegang kartu sehingga akan menghasilkan investasi 
yang lebih tinggi dalam bentuk tabungan. 
Berbagai transaksi dapat menggunakan uang elektronik antara lain adalah 
pembelian bahan bakar minyak di SPBU, membayar tagihan PLN, pembayaran 
tol, pembelian tiket pesawat maupun tiket kereta api serta membayar tagihan 
langganan TV berbayar. Lebih dari itu dapat pula digunakan untuk membayar 
tiket konser musik, berbelanja dan sebagainya. Karena dinilai banyak memiliki 
manfaat, pemerintah melalui Bank Indonesia gencar melakukan sosialisasi kepada 
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masyarakat luas. Berikut disajikan grafik perkembangan jumlah instrument 
kartu kredit dan uang elektronik yang beredar di Indonesia tahun 2011-April 
2018: 
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Gambar III.3 
Jumlah Instrumen Kartu Kredit dan Uang Elektronik 
yang Beredar di Indonesia Tahu n 2011-April 2018
Kartu Kredit Uang Elektronik
 Sumber : Bank Indonesia, 2018 
Jumlah e-money yang beredar mengalami peningkatan yang signifikan dari 
tahun 2011 hingga bulan April 2018. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2016 
sebanyak 51.204.580 instrumen ke tahun 2017 sebanyak 90.003.848 instrumen 
dengan selisih kenaikan 38.799.268 instrumen. Akan tetapi pada tahun  2015 
mengalami penurunan sebesar 1.423.438 instrumen. Jumlah ini menggambarkan 
betapa pesatnya perkembangan uang elektronik di Indonesia. Sejak diperkenalkan 
pada tahun 2007, penggunaan uang elektronik di Indonesia terus mengalami 
pertumbuhan. Selain jumlah uang elektronik yang diterbitkan, nilai dan volume 
uang elektronik juga meningkat. 
Sedangkan jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat tiap tahunnya 
mengalami peningkatan tetapi tidak cukup signifikan dibandingkan instrument 
uang elektronik yang beredar di masyarakat. Sejak tahun 2011 instrumen kartu 
kredit yang beredar sebanyak 14.785.382 kartu dan hingga pada bulan April 2018 
hanya meningkat sebanyak 2.633.145 instrumen kartu kredit atau sama dengan 
17% selama 7 (tujuh) tahun. Instrumen kartu kredit dari tahun 2011 hingga tahun 
2016 mengalami kenaikan meskipun tidak cukup signifikan, hanya pada tahun 
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2017 mengalami penurunan sebanyak 162.200 instrumen kartu kredit.  Hingga 
April 2018 jumlah kartu kredit yang beredar sebanyak 17.418.527 instrumen. 
Jumlah instrument kartu kredit yang mengalami penurunan di tahun 2017 
menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardjojo dikarenakan 
terdapat kebijakan regulator yang tidak memperkenankan masyarakat memiliki 
banyak kartu kredit. Yaitu nasabah dengan pendapatan dibawah Rp 10.000.000 
(sepuluh juta rupiah) hanya boleh memiliki kartu kredit dari dua bank penerbit 
kartu. Penurunan kartu kredit juga dikarenakan adanya kredit macet. Banyak bank 
penerbit yang banyak mencetak kartu akibatnya setelah beberapa lama kartu 
tersebut macet sehingga harus dilakukan hapus buku 
(http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/03/110000026/peredaran-kartu kredit-
kian-susut-ini-2-penyebabnya diakses pada 28 Mei 2018 pukul 20.00). 
Menurut General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve 
Marta dalam wawancara dengan detikFinance pada Selasa, 10 Oktober 2017 
menyatakan bahwa berkurangnya kartu kredit dikarenakan bank melakukan 
pembersihan kartu-kartu yang non-aktif dimana secara akuntansi kartu tersebut 
tidak digunakan untuk bertransaksi satu rupiah pun dalam waktu tiga bulan. 
Pembersihan kartu kredit dilakukan agar tidak menjadi kartu dormant atau kartu 
tidur (https://finance.detik.com/moneter/d-3679260/asosiasi-jumlah-kartu-kredit-
menyusut-bukan-karena-daya-beli-turun diakses pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 
14.50 WIB). 
Transaksi kartu kredit tercatat mengalami penurunan baik dari segi volume 
transaksi dan nilai nominal. Sedangkan jumlah instrument kartu kredit yang 
beredar di masyarakat cenderung tidak ada peningkatan, kalaupun terdapat 
peningkatan, peningkatannya tidak terlalu signifikan. Ekonom Institute for 
Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira Adhinegara 
dikutip dari website finance.detik.com tanggal 13 April 2018 menjelaskan bahwa 
hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah mengintip transaksi kartu kredit 
nasabah kelas menengah atas yang nilai transaksinya diatas Rp 1 Miliar dalam 
setahun, dimana kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian dan Informasi serta 
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Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan 
dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. 
Adanya kebijakan tersebut membuat nasabah beralih dengan menggunakan uang 
tunai (https://finance.detik.com/moneter/d-3970180/transaksi-kartu-kredit-
melambat-ekonom-karena-bisa-diintip-pajak diakses pada 28 Mei 2018 pukul 
21.30 WIB). Selain itu penurunan kartu kredit disebabkan oleh daya beli 
masyarakat yang lesu menyusul ditutupnya beberapa toko ritel khususnya yang 
menjual pakaian jadi seperti Debenhamas, Lotus, GAP, dan beberapa cabang 
Matahari. Daya beli masyarakat menjadi turun, dapat dilihat dari konsumsi rumah 
tangga yang turun menjadi 4.95% di tahun 2017. Indeks Penjualan Riil (IPR) 
kelompok makanan, minuman dan tembakau yang dirilis Bank Indonesia pada 
Januari 2018 turun menjadi 0.8% di Februari 2018. Hal ini disebabkan adanya 
inflasi makanan yang cukup tinggi dan kenaikan harga BBM Non-subsidi. Daya 
beli masyarakat yang turun dapat dilihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 
yang turun dikarenakan ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga 
kebutuhan pokok, kegaduhan politik dan kebijakan pajak yang agresif 
(https://finance.detik.com/moneter/d-3970760/transaksi-kartu-kredit-melambat-
tanda-daya-beli-lesu diakses pada 28 Mei 2018 pukul 21.33 WIB). 
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan 
menyebutkan bahwa pelaporan data nasabah pemegang kartu kredit merupakan 
implementasi Automatic Exchange of Information (AEOl) pada September 2018 
(https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4189429/siap-siap-september-
ini-ditjen-pajak-bisa-intip-rekening diakses pada 7 Oktober 2018 pukul 23.29 
WIB). Terkait hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa 
akan menjaga kerahasiaan data nasabah pemegang kartu kredit dan akan 
dilakukan sosialisasi atas pelaksanaan PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang 
Rincian dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang 
Berkaitan dengan Perpajakan dan PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. 
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan menetapkan batas atas dan batas 
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bawah nilai transaksi yang diawasi. Ditjen Pajak hanya akan memantau nilai 
transaksi nasabah sebesar Rp 1 Miliar setahun 
(https://finance.detik.com/moneter/d-3863593/sri-mulyani-jamin-data-kartu-
kredit-yang-diintip-pajak-aman diakses pada 28 Mei 2018 pukul 21.40 WIB). 
Eksistensi kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai mulai 
tergantikan oleh kebijakan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 11/12/PBI/2009 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Elektronifikasi 
jalan tol merupakan salah satu terobosan terbaik dalam memaksimalkan 
penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang sah.  
Terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabata , Medan dan Makasar. 
Tercatat jumlah instrument uang elektronik yang beredar di masyarakat hingga 
April 2018 adalah 103.707.405 instrumen, sedangkan instrumen kartu kredit yang 
beredar di masyarakat hingga April 2018 hanya sejumlah 17.418.527 instrumen. 
Kemudahan penggunaan uang elektronik dibandingkan dengan kartu kredit, serta 
elektronifikasi jalan tol yang menyebabkan masyarakat lebih memilih 
menggunakan uang elektronik karena selain dapat digunakan untuk pembayaran 
tol, dapat pula digunakan untuk membeli barang secara ritel. Penurunan kartu 
kredit terjadi karena kebijakan pemerintah sebagai implementasi Automatic 
Exchange of Information (AEOl) pada nasabah dengan nilai transaksi diatas Rp 1 
Miliar pertahun. Nasabah merasa privasinya terganggu sehingga memilih beralih 
menggunakan uang tunai.
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam penulisan 
hukum ini penelitian terkait pokok permasalahan pertama dan kedua maka dapat 
disimpulkan, yaitu:  
1. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 
20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (E-Money) adalah ketentuan 
bahwa uang elektronik tidak hanya dikeluarkan oleh Bank tetapi juga oleh 
Lembaga Selain Bank (Perusahaan Telekomunikasi). Selain itu pula pada 
Frequently Asked Questions PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang uang 
elektronik dijelaskan bahwa media penyimpanan uang elektronik yang 
tidak selalu menggunakan kartu, sehingga kurang tepat jika uang 
elektronik digolongkan sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 
(APMK). Penggunaan alat pembayaran menggunakan produk prabayar 
(uang elektronik) yang berkembang pesat sehingga diperlukan pengaturan 
khusus yaitu pada Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank 
Indonesia tersendiri yang terpisah dari pengaturan APMK. 
Bank Indonesia menerbitkan kembali PBI No. 20/6/PBI/2018 dan 
mencabut PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik  dengan 
alasan bahwa inovasi teknologi yang semkain berkembang mendorong 
banyaknya pelaku usaha yang masuk dalam industri uang elektronik 
sehingga perlu adanya penguatan aspek kelembagaan untuk memilih 
penyelenggara uang elektronik yang kredibel, bermanfaat bagi 
perekonomian nasional, berkelanjutan dan memberi perlindungan kepada 
pengguna uang elektronik; semakin menguatnya tendensi integrasi bisnis 
vertikal dan horizontal secara domestic maupun global membutuhkan 
kebijakan untuk memastikan persaingan insdustri yang sehat, mencegah 
fragmentasi dalam industry uang elektronik dan menjaga daya saing 
perekonomian nasional; meningkatnya risiko diantisipasi dengan
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penerapan manajemen risiko, standar keamanan uang dan  penguatan 
aspek pengawasan terhadap penyelenggara uang elektronik.  
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia 
menyatakan bahwa terbitnya peraturan tentang uang elektronik terbaru 
dilatarbelakangi oleh model bisnis uang elektronik yang semakin beragam, 
keterkaitan penyelenggaraan uang elektronik dan kegiatan bisnis lain yang 
semakin erat dan kompleks. Selain itu pula adanya disparitas kinerja 
penyelenggara berizin dan makin beragamnya pihak yang mengajukan 
sebagai penyelenggara uang elektronik. 
2. Perkembangan kartu kedit setelah dikeluarkannya Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (E-Money) 
sebagai alat pembayaran non tunai yang sah adalah terdapat penyesuaian 
dalam peraturan yang terbaru yaitu antara lain (1) Prinsip penyelenggaraan 
yang tidak menimbulkan risiko sistemik dan prinsip pencegahan pencucian 
uang serta pendanaan terorisme; (2)  Setiap pihak wajib mendapat izin dari 
Bank Indonesia kecuali penerbit closed loop dana float kurang dari Rp 1 
Miliar; (3) Setiap penerbit uang elektronik hanya dapat memperoleh izin 
satu jenis yaitu front end atau back end; (4) Penerbit merupakan bank atau 
lembaga selain bank yang berbentuk perseroan terbatas; (5) Penerbit 
lembaga selain bank memiliki minimum modal disetor Rp 3 Miliar; (6) 
Komposisi kepemilikan saham bagi penerbit lembaga selain bank yaitu 
51% dimiliki WNI dan 49% dimiliki asing; (7) Penyelenggara wajib 
menyampaikan pernyataan dan jaminan tertulis kepada Bank Indonesia; 
(8) Bank Indonesia dapat melakukan fit and proper test; (9) Setiap pihak 
dilarang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu 
penyelenggara LSB yang memiliki izin Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran yang sama; (10) Lembaga selain bank dilarang melakukan 
korporasi untuk merubah pemegang saham pengendali penyelenggara; 
(11) Pembagian penempatan dana float penyelenggara minimal 30% pada 
kas penerbit dan 70% pada surat berharga yang dikeluarkan Bank 
Indonesia; (12) Uang elektronik yang berasal dari luar Indonesia hanya
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dapat digunakan apabila terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional 
(GPN); (13) Limit dana uang elektronik jenis registered maksimal Rp 
10.000.000 ; (14) Adanya pengawasan langsung dan tidak langsung oleh 
Bank Indonesia; (15) Penyelenggara uang elektronik harus menyesuaikan 
dengan peraturan terbaru yaitu PBI No. 20/6/PBI/2018.   
Baik nilai nominal transaksi dan volume transaksi menggunakan kartu 
kredit secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga tahun 
2016 meskipun peningkatan yang terjadi tidak signifikan. Hal ini berbeda 
dengan nilai nominal transaksi dan volume transaksi menggunakan uang 
elektronik yang mana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 
meskipun jumlah nominal transaksi tidak sebesar pada penggunaan kartu 
kredit. Hal ini disebabkan karena terbatasnya nilai uang yang tersimpan 
dalam uang elektronik maksimal Rp 5.000.000 untuk pemegang kartu 
registeted dan batasan jumlah nilai nominal transaksi yaitu Rp 20.000.000 
per bulan. Volume transaksi menggunakan uang elektronik yang terus 
meningkat terjadi karena adanya elektronifikasi jalan tol pada akhir bulan 
Oktober 2017 serta adanya Gerakan Nasional Non Tunai yang digaungkan 
pemerintah sejak tahun 2014. 
Jumlah instrument kartu tahun 2011-2016 jumlah kartu kredit mengalami 
kenaikan meskipun tidak cukup signifikan. Hal ini terjadi karena adanya 
regulasi pembatasan kepemilikan kartu kredit bagi nasabah dengan 
pendapatan dibawah Rp 10.000.000 dimana hanya boleh memiliki kartu 
kredit dari dua bank penerbit berbeda dan adanya pembersihan kartu kredit 
non aktif. Adanya kebijakan  terkait implementasi Automatic Exchange of 
Information (AEOl) mengakibatkan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan 
melakukan pengawasan transaksi nasabah minimal Rp 1 M setahun 
sehingga menyebabkan nasabah kelas atas tersebut merasa privasinya 
terganggu dan memilih beralih menggunakan uang tunai.
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B. Saran 
Terkait dengan pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran antara lain 
sebagai berikut: 
1. Hendaknya perbankan di Indonesia melalui produk kartu kredit melakukan 
daya tarik promosi yang menjadi jembatan bagi nasabah kartu kredit dan 
perbankan. Dengan adanya promosi yang lebih menarik, berisi tentang 
informasi dan mengandung unsur membujuk serta dilakukan dengan 
peningkatan intensitas promosi agar produk kartu kredit kembali diminati 
oleh masyarakat Indonesia. Selain itu diperlukan pula peningkatan 
pelayanan dan sistem kartu kredit sehingga persepsi kemudahan dan 
kemanfaatan kartu kredit tetap bertahan dan bersanding dengan sistem 
pembayaran non tunai yang terbaru.  
2. Pemerintah melalui Bank Indonesia selaku regulator sistem pembayaran di 
Indonesia membuat peraturan untuk mencegah terjadinya kasus 
penyalahgunaan uang elektronik melalui penguatan aspek kelembagaan 
untuk memilih penyelenggara uang elektronik yang kredibel, bermanfaat 
bagi perekonomian nasional dan memberi perlindungan hukum kepada 
pengguna. Aturan mengenai penerapan manajemen risiko, aspek 
pengawasan, dan standar keamanan penyelenggaraan uang elektronik 
diharapkan diatur lebih lanjut agar dapat mencegah adanya risiko atas 
transaksi dengan menggunakan uang elektronik.
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